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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merapakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan

untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang

dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana

penerimaan pajak merapakan penerimaan dalam negeri yang terbesar.

Pengeluaran pemerintah semakin teras meningkat, oleh karena itu penerimaan

dalam rangka pembiayaan negara juga dituntut untuk teras mengalami

peningkatan, yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Peranan pajak terhadap penerimaan dalam negeri sejak Tahun

Anggaran 2007 sampai dengan 2011 rata-rata di atas 50% bahkan pada

RAPBN Tahun 2011 penerimaan dari pajak ditargetkan 78% dari total

penerimaan dalam negeri. Kondisi tersebut di atas mengakibatkan beban

tugas yang diemban oleh aparat perpajakan akan semakin berat. Hal ini

merapakan tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi

yang berwenang menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan,

pemerintah melakukan berbagai upaya imtuk mengoptimalkan penerimaan

negara dari sektor pajak. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut, maka

dibentuk Account Representative yang bertugas memiliki prioritas imtuk

memberikan pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif terhadap Wajib

Pajak, Account Representative sebagai perantara antara Kantor Pelayanan

1
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Pajak dengan Wajib Pajak yang bertanggung ja^vab memberikan infonnasi
perpajakan serta konsultasi teknis kepada setiap Wajib Pajak. Setiap Account

Representative membuat rencana keqa dan dibebankan kepadanya untuk
mencapai target penerimaan pajak. Dengan adanya Account Representative

diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan khususnya
Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta

SawahBesarSatu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Sawah

Besar Satu, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengalami tingkat

pertumbuhan sebesar 36% dan periode 2010 ke periode 2011. Walapun

realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengalami peningkatan alfan

tetapi, tingkat pencapaian penerimaan Pajak Penghasilan Badan selama

penode 2010 hingga periode 2011 belum mencapai target penerimaan pajak

yang telah ditetapkan, realisasi penerimaan yang dicapai pada periode 2010

hanya sebesar 94,23% dan target penerimaan yang telah ditetapkan,

sedangkan pada periode 2011 realisasi penerimaan hanya tercapai sebesar

72,20% dari target penerimaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada pihak terkait yang

berada di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, tidak tercapainya

penerimaan pajak selama periode 2010 hingga periode 2011, dikarenakan

tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kew^ibannya

masih tergolong rendah. Dugaan tersebut muncul setelah diketahui adanya

fenomena ketidakwajaran dari pelaporan SPT (Suiat Pemberitahuan

Terutang) Wajib Pajak Badan seperti rekayasa memperbesar harga pokok

penjualan dan biaya-biaya untuk memperkecil PPh (Pajak Penghasilan)
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BABl

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan

untiik membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang

dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana

penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar.

Pengeluaran pemerintah semakin terns meningkat, oleh karena itu penerimaan

dalam rangka pembiayaan negara juga dituntut untuk terns mengalami

peningkatan, yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Peranan pajak terhadap penerimaan dalam negeri sejak Tahun

Anggaran 2007 sampai dengan 2011 rata-rata di atas 50% bahkan pada

RAPBN Tahun 2011 penerimaan dari pajak ditargetkan 78% dari total

penerimaan dalam negeri. Kondisi tersebut di atas mengakibatkan beban

tugas yang diemban oleh aparat perpajakan akan semakin berat Hal ini

merupakan tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi

yang berwenang menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan,

pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan

negara dari sektor pajak. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut, maka

dibentuk Account Representative yang bertugas memiliki prioritas untuk

memberikan pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif terhadap Wajib

Pajak, Account Representative sebagai perantara antara Kantor Pelayanan

1



Pajak dengan Wajib Pajak yang bertanggimg jawab memberikan informasi

perpajakan serta konsultasi teknis kepada setiap Wajib Pajak. Setiap Account

Representative membuat rencana keija dan dibebankan kepadanya untuk

mencapai target penerimaan pajak. Dengan adanya Account Representative

Hiharapkan d^at meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan khususnya

Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta

SawahBesar Satu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Sawah

Besar Satu, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengalami tingkat

pertumbuhan sebesar 36% dari periode 2010 ke periode 2011. Walapun

realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengalami peningkatan akan

tetapi, tingkat pencapaian penerimaan Pajak Penghasilan Badan selama

periode 2010 hingga periode 2011 belum mencapai target penerimaan pajak

yang telah ditetapkan, realisasi penerimaan yang dicapai pada periode 2010

hanya sebesar 94,23% dari target penerimaan yang telah ditetapkan,

sedangkan pada periode 2011 realisasi penerimaan hanya tercapai sebesar

72,20% dari target penerimaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada pihak terkait yang

berada di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, tidak tercapainya

penerimaan pajak selama periode 2010 hingga periode 2011, dikarenakan

tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kewajibannya

masih tergolong rendah. Dugaan tersebut muncul setelah diketahui adanya

fenomena ketidakwajaran dari pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan

Terutang) Wajib Pajak Badan seperti rekayasa memperbesar harga pokok

penjualan dan biaya-biaya imtuk memperkecil PPh (Pajak Penghasilan)



terutang sehingga teijadi penurunan angsuran PPh Pasal 25 Badan serta

banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan kekayaannya ke dalam SPT

sehingga potensi pajak yang belum dilaporkan masih misteri atau ada indikasi

masih kurang bayar pajak. Artinya harta Wajib Pajak atau perusahaan yang

sebenamya masih lebih besar dari pada yang dilaporkan dalam SPT Tahunan

PPh. Pada hakekatnya pencapaian penerimaan jajak ditentukan oleh tingkat

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan

melaporkan SPT PPh secara benar, lengkap dan jelas sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Dalam system self assessment yang sekarang dianut peranan fiskus

hanya sebatas pengawasan di dalam bidang administrasi saja sedangkan yang

berperan aktif adalah Wajib Pajak. Salah satu tugas Account Representative

adalah melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan terhadap Wajib Pajak

dengan melakukan pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak Badan untuk

mendeteksi seberapa besar potensi pajak yang harus di bayar Wajib Pajak.

Profile Wajib Pajak Badan adalah informasi mengenai Wajib Pajak yang

memuat identitas dan kegiatan usaha serta riwayat aktivitas perpajakannya

secara berkesinambungan yang dapat diklasifikasikan atas data permanen,

data akumulatif dan data lain. Profile Wajib Pajak Badan merupakan hal yang

sangat penting sebagai modal awal untuk memonitor dan memeriksa Wajib

Pajak, karena suksesnya pemeriksaan ditentukan oleh data yang akurat dan

informasi awal tentang Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, Direktoiat Jenderal Pajak

melakukan terobosan terbaru, yaitu dengan melakukan himbauan pembetulan

SPT PPh berbasis profile Wajib Pajak pada Wajib Pajak Besar penentu



penerimaan pajak yang telah dibuat profile Wajib Pajak-nya, dan

diberlakukan mulai bulan Januari 2010. Pembetulan SPT PPh yang dimaksud

adalah pembetulan SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan surat

himbauan berbasis profile Wajib Pajak yang telah dibuat oleh Account

Representative dan bukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri. Jadi Kantor

Pelayanan Pajak akan menerbitkan siuat konfinnasi data dan himbauan

terlebih dahulu kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT

berdasarkan hasil analisa profile Wajib Pajak yang telah dilakukan oleh

Account Representative (Direktorat Jenderal Pajak, 2010).

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut

tentang pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak Badan yang dilakukan

Account Representative karena sangat diperlukan agar dapat mengoptimalkan

tingkat kesadaran Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban

perpajakannya. Selain itu. Account Representative dapat lebih mengenal

Wajib Pajak terdaftar di unit keijanya dan memonitor sekaligus melakukan

pengav^^an terhadap perkembangan usaha Wajib Pajak Badan yang

bersangkutan agar kegiatan-kegiatan dalam rangka pengamanan penerimaan

Pajak Penghasilan Badan dapat beijalan dengan baik, sehingga penerimaan

Pajak Penghasilan Badan tercapai pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar

Satu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian

lebih lanjut dengan judul 'Teran Account Representative dalam Pembuatan

dan Analisa Profile Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah

Besar Satu".



1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada periode 2010

hingga periode 2011 belum mencai^i target yang telah ditetapkan Direktorat

Jenderal Pajak. Untuk itu. Account Representative perlu melakukan

pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak Badan, yang digunakan untuk

melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam

pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga realisasi penerimaan Pajak

Penghasilan Badan tercapai.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis mengidentirikasi

masalah sebagai berikut:

1. Apakah peran Account Representative dalam pembuatan profile Wajib

Pajak Badan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan

pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu?

2. Apakah analisa profile Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap

penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah

Besar Satu?

3. Apakah peran Account Representative dalam pembuatan dan analisa

profile Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak

Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Savrah Besar Satu?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi mengenai

peran Account Representative serta mengetahui penerimaan Pajak



Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu melalui

pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak Badan.

Sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh peran Account Representative

dalam pembuatan profile Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak

Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh analisa profile Wajib Pajak

Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama

Jakarta Sawah Besar Satu.

3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh peran account representative

dalam pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak Badan terhadap

penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah

Besar Satu.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut;

1. Kegunaan Teoritis

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis untuk

mengimplementasikan ilmu pengetahuan atau sebagai mediator

pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh saat kuliah dengan

aplikasinya di masyarakat

b. Pembaca

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan

serta dapat menjadi masukan yang bermanfaat khususnya bagi pembaca



mengenai peran Accomt Representative dalam pembuatan dan analisa

profile Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan

Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, serta melakukan

penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, Penelitian ini diharapkan akan menjadi

salah satu bahan evaluasi dan masukan mengenai sejauh mana peranan

Account Representative yang berada di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar

Satu dalam peningkatan penerimaan perpajakan melalui pembuatan dan

analisa profile Wajib Pajak Badan.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Penunjukan Account Representative merupakan karakteristik

utama penerapan sistem administrasi perpajakan modem sebagai

salah satu wujud reformasi perpajakan yang telah digulirkan

Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002. Penerapan sistem

administrasi perpajakan modem ini pertama-tama dilakukan di

lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib

Pajak Besar dengan adanya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak

Nomor KEP-277/PJ./UP.53/2002 tanggal 20 September 2002, Nomor

KEP 302/PJ./UP.53/2002 tanggal 16 Oktober 2002 dan KEP-

304/UP.53/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Penunjukan

Pejabat Eselon IV, Account Representative dan Pejabat Fungsional
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Pemeriksa Pajak di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor

Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

98/KMK.01/2006 tentang Account Representative (AR) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Nomor 709/KMK. 1/2008 yang

menyatakan bahwa:

Account Representative adalah pegawai yang diangkat
pada setiap Seksi Pengawasan dm Konsultasi di Kantor
Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan
Organisasi Modem.

Account Representative dapat disebut juga sebagai Staf

Pendukung Pelaksana (SPP) dalam tiap Kantor Pelayanan Pajak

Modem. Account Representative bertanggungjawab dalam

menganalisa serta memonitor kepatuhan Wajib Pajak melalui profile

Wajib Pajak dan penyampaian SPT yang hams sesuai dengan

peraturan perundang-undangan pajak, memberikan edukasi kepada

Wajib Pajak, asistensi secara langsung, dan mendorong, memotifesi

serta mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang

menjadi tanggung jawab Account Representative, serta berwenang

untuk memberikan respon yang efektif, tepat dan benar atas

pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak dalam

pelaksanaan kewajibannya. Menumt Heny Purwono (2010, 19)

Account Representative akan memberikan informasi mengenai:

1. Rekening Wajib Pajak untuk semua jenis pajak.
2. Kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi.
3. Interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan.
4. Pembahan data identitas Wajib Pajak.
5. Tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak.
6. Kemajuan proses keberatan dan banding.



7. Perubahan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban

sesuai prinsip modemisasi perpajakan, Liberti Pandiangan (2008, 28)

menyatakan bahwa "Setiap Account Representative harus profesional

yang memiliki knowledge, skill, dan attitude".

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative dalam Pasal 2

disebutkan hdkmdL Account Representative mempunyai tugas:

1. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib
Pajak.

2. Bimbingan/himbauan/konsultasi teknik perpajakan
kepada Wajib Pajak.

3. Penyusunan profile Wajib Pajak.
4. Analisis kineqa Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib

Pajak dalam rangka intensifikasi.
5. Melakukan evaluasi basil banding berdasarkan

ketentuan yang berlaku Account Representative yang
juga disebut staff pendukung pelaksana dalam tiap
Kantor Pelayanan Pajak Modem.

Yustinus Prastowo (2010, 112) menilai kewenangan yang

diberikan lembaga untuk para Account Representative dalam rangka

penggalian potensi untuk meningkatkan penerimaan negara antara lain

sebagai berikut:

Melakukan Analisis SPT:

Para Account Representative tidak memiliki kewenangan
sebagaimana Fungsional Pemeriksa Pajak atau Penyelidik
pajak. Batas yang diberikan adalah pemanfaatan data yang
ada di kantor pajak. Sumber data yang paling akurat dan
flrts-hand adalah SPT. Hal umum yang dilakukan i4cco«n/
Representative terkait dengan SPT adalah sebagai berikut:
1. Ekualisasi omzet

2. Permintaan klariflkasi ini diberikan tenggang waktu
untuk di penuhi.
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Account Representative memliiki kewenangan melakukan

analisis terhadap data yang disajikan di dalam SPT maupun data yang

disajikan dalam profile Wajib Pajak, termasuk lampirannya seperti

daitar harta, laporan keuangan, neraca, dan daflar penyusutan.

Analisis yang dilakukan Account Representative secara objektif dan

profesional dengan menggunakan metode yang lazim digukan dalam

analisis laporan keuangan seperti perhitungan rasio hutang terhadap

modal, rasio laba bersih terhadap omset, rasio pembayaran pajak

penghasilan terhadap peredaran usaha, dan lainnya. Analisis ini tidak

hanya bertujuan menguji kepatuhan, tetapi sekaligus untuk

mengetahui kewajaran suatu bisnis dijalankan. Hal ini terkait dengan

benchmarking, yaitu sebuah penentuan rasio yang dijadikan patokan

penilaian kemjaran bisnis dijalankan. Menurut Irwansyah Lubis

(2010,208) menyatakan:

Analisis benchmarking sebagai alat untuk mendeteksi
ketidakpatuhan Wajib Pajak. Dimana rasio ini lebih
menggambarkan posisi satu Wajib Pajak dibandingkan
dengan Wajib Pajak lainnya dalam satu industri yang
sama.

Mengingat pentingnya peranan pajak yang merupakan salah satu

penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dalam menunjang penyelenggaraan negara menyebabkan

pemerintah mulai mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari

pajak. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan

penerimaan negara dari sektor pajak adalah mengamankan

penerimaan negara dengan melakukan:
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1. Analisis Penerimaan sampai dengan bulan sebelum
pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas;

2. Pemetaan {Mapping Wajib Pajak Badan;
3. Pembuatan Profile WP (50 s.d 200 WP Terbesar);
4. Monitoring Terhadap di luar 200 WP Terbesar;
5. Pengawasan Perekaman SPT Tahunan sebelumnya; dan
6. Pengawasan terhadap Wajib Pajak rugi dalam periode

relatif lama.

(KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, 2007)

Profile Wajib Pajak adalah informasi mengenai Wajib Pajak

yang memuat identitas dan kegiatan usaha serta riwayat aktivitas

perpajakannya secara berkesinambungan yang dapat diklasifikasikan

atas data permanen, data akumulatif dan data Iain.

Penyempumaan dan pemantapan profile Wajib Pajak

merupakan bagian dari skema penggalian potensi pajak sebagaimana

keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-

60/PJ/2010, yaitu pembuatan profile Wajib Pajak sendiri bertujuan

antara lain untuk:

1. Mendapatkan data lengkap dari masing-masing Wajib
Pajak secara individu,

2. Penyempumaan data Wajib Pajak yang sudah ̂ -update
dan benar,

3. Perbaikan database Direktorat Jenderal Pajak,
4. Pertukaran data internal Direktorat Jenderal Pajak,
5. Pemantapan fondasi penggalian potensi pajak,
6. Penghitungan potensi dan tax gap masing-masing

Wajib Pajak dengan menerapkan benchmarking,
sebagai alat untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak.

Peranan Account Representative penting dalam penyelenggaraan

pemeriksaan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa. Account

Representative berperan terutama dalam melakukan analisis risiko

terhadap profile Wajib Pajak Badan terkait pemeriksaan khusus.

Direktur Jenderal Pajak nomor SE-lO/PJ.04/2008 tanggal 31
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pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka
diharapakan kesadai^ Wajib Pajak akan meningkat,
sehingga pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan
pajak.

12

Desember 2008 menyatakan tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, bahwa:

Profile Wajib Pajak adalah syaiat wajib dari penerbitan
suatu Surat Perintah Pemerilaaan (SP3), bila tidak ada
profile maka suatu penugasan pemeriksaan tidak dapat
diterbitkan surat perintah pemeriksaannya keciiali
terhadap pemeriksaan atas SPT lebih Bayar Restitusi dan
pemeril^aan Wajib Pajak Lokasi atas permintaan KPP
domisili, selain hal tersebut profile digunakan sebagai
dasar untuk membuat analisis risiko terkait dengan usulan
pemeriksaan khusus dan Setelah ada penugasan/instruksi
pemeriksaan, Pemeriksa harus meminjam dan
memanfaatkanprofile Wajib Pajak dan hasil analisis risiko
yang telah dila^an^^ccounr Representative.

Para petugas Accoura Representaive diharuskan mengetahui

seluk beluk dari setiap Wajib Pajaknya mulai dari status, penghasilan,

jenis usaha sampai dengan modus operandi yang digimakan dalam

menghindari pajak. Kenyataan yang teijadi di lapangan saat ini adalah

Account Representaive menghadapi berbagai halangan salah satunya

yaitu Wajib Pajaknya belum terbuka dan tingkat kepatuhaimya masih

rendah.

Pentingnya meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka

para Account Representative menggunakan strategi berupa

menganalisa dan memonitoring kepatuhan pembayaran pajak setiap

Wajib Pajak yang dia\rasinya dengan menggunakan profile Wajib

Pajak BoAsst/Company Profile, sehingga kegiatan-kegiatan dalam

rangka peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dalam hal

ini intensifikasi dapat beijalan dengan baik. Menurut Kokoh Dwi

Nugroho (2008,5-6) menyatakan bahwa:

Seorang Account Representative merupakan tulang
punggung kantor pelayanan pajak dalam rangka
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pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka
diharapakan kesadai^ Wajib Pajak akan meningkat,
sehingga pada gjlirannya akan meningkatkan penerimaan
pajak.

Pada dasamya tingkat penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar

pajak. Salah satu jenis pajak yang memberikan berkontribusi terhadap

penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan Badan merupakan jenis pajak yang dikenakan

untuk setiap jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek

pajak Badan yang diatur dalam perundang-undangan. Maka

penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah besamya uang yang

diterima oleh negara dari pajak yang dikenakan untuk setiap

penghasilan yang diperoleh atau diterima subjek pajak Badan yang

diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Account Representative yang bertugas

melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan terhadap Wajib Pajak

diharapkan dapat membantu peningkatan penerimaan Pajak

Penghasilan Badan melalui kegiatan pengamanan penerimaan pajak

yaitu dengan pembuatan dan analisaprofile Wajib Pajak Badan.
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1.5.2. Paragdima penelitian

Sub Variabel:

1. A/cppingCPemetaan)
2. EvduasiA/flpp/ng{Pemetaan)
3. Proses Pembuatan Prq/i/e WP

Badan

Variabel Bebas (X|):
Pembuatan Profile Badan

Sub Variabel:

1. Evaluasi atas Pr<)^/e WP
Badan

2. Penggalian Potensi beibasis
Prq^feWP Badan

3. Tindak lanjut atas Prq/i/e WP
Badan

Variabel Bebas (X2):
Analisa Profile WP B^ian

Indikator:

1. Target dan Realisasi
Penerimaan Pajak Penghasilan
(PPh) Badan

2. Realisasi Penerimaan PPh

Badan yang didasaikan pada
Profile Wajib Pajak

Variabel terikat (Y):
Penerimaan Pajak Penghasilan

Badan

Gambar 1.

Paradigma Penelitian

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat

sementara terhadap masalah penelitian sampai terbukti melalui data yang

terkumpul dan harus diuji secara empiris (Duwi Priyatno, 2010,9). Hipotesis

penelitian yang dapat penulis ambil dalam penelitian ini adaiah sebagai

berikut:

1. Hal: Terdapat pengaruh yang positif antara peran Account Representative

dalam pembuatan profile Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan

Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar

Satu.
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2. Ha2: Terdapat pengaruh yang positif antara analisa profile Wajib Pajak

Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP

Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

3. Ha3: Terdapat pengaruh yang positif antara pembuatan dan analisa profile

Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan oleh Account

Representative terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada

KPP Jakarta Pratama Sawah Besar Satu.



BABH

TINJAUN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan

beraegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena

pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua

pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi

pajak. Menunit Adriani yang dikutip oleh Muhammad Zain (2008,10-

11) menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh mereka yang wajib membayamya
menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Kevin E. Murphy & Mark Higgins (2011,

4) menyatakan bahwa:

An enforced exacted pursuant to legislative authority in
the exercise of the taxing power, and imposed and
collectedfor the purpose of raising revenue to be used for
public or governmental purposes. Taxes are not payments
for same special privilege granted or service rendered and
are, therefore, distinguishable from various other charges
imposed for particular purposes under particular powers
orfunctions ofgoverment.

Dari definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

pengertian i»jak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa

16
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masyarakat melalui proses peialihan kekayaan kepada pemerintah

untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara

tidak langsung.

2.1.2. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori pemungutan pajak yang memberikan

penjelasan mengenai hak negara untuk memungut pajak. Teori-teori

pemungutan tersebut antara lain;

1. Teori Asuransi

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti
pembayaran premi dalam peijanjian asuransi. Hal
tersebut ditimjukan untuk mengganti biaya yang
dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajiban
yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda
negaranya.

2. Teori Kepentingan
Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah
adanya kepentingan dari masing-masing warga negara,
termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa harta.

3. Teori Gaya Pikul
Beban i^jak yang hams dibayar hams disesuaikan
dengan daya pikul masing-masing orang.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada
hubungan rakyat dengan negaranya.

5. Teori Gaya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemun^tan pajak.
Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli
dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga
negara selanjutnya negara akan menyalurkan kembali
ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan
kesejahteraan masyarakat.
(Aristanti Widyaningsih, 2011,11-12)

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Hingga saat ini ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang

diaplikasikan dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. Official Assesment System
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Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan
wewenang kepada pemerintah (flskus) untuk
menentukan besamya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak.

2. Ciri-ciri Official Assesment System:
a. Wewenang untuk menentukan besamya pajak

terutang;
b. Wajib Pajak bersifat pasif;
c. Utang pajak timb^ setelah dikeluarican surat

ketetapan pajak oleh filskus.
3. Self Assesment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk
menentukan/menghitung sendiri besamya pajak yang
temtang.

4. With holding system
Merupakan sistem pemungutan pajak yang mana
memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk
membantu Wajib Pajak menghitungkan besamya
pendapatan kena pajak/besamya pajak temtang.
(Sonny dan Isnianto, 2009,3)

Self Assesment System berlaku ketika Wajib Pajak

melaksanakan administrasi yang menjadi kewajibannya (menentukan

menghitung, dan menyetor pajak terutang). Pada saat bersamaan,

jika posisi Wajib Pajak adalah pemungut atau pemotong karena

kedudukan sebagai pemberi keija atau pihak yang berwenang

memungut pajak, maka With holding system yang digunakan.

Sedangkan Official Assesment System berlaku ketika fiskus

melakukan pemeriksaan dan memberikan Surat Ketetapan Pajak

(SKP) atas laporan Wajib Pajak.

2.1.4. Fungsi Pajak

Keberadaan pajak tentunya memilki fungsi tersendiri, terdapat

dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan {Budgeter)
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Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi.

(Mardiasmo, 2009,1-2)

Kedua fungsi pajak tersebut tidak dapat dipisahkan, jika salah

satu fungsi tersebut dipisahkan maka akan menghambat jalannya roda

pemerintahan dan tidak berkembangnya perekonomian negara

2.1.5. Pengelompokan Pajak

Di Indonesia, jenis-jenis pajak dapat dikelompokan kedalam

beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Menurut golongannya; (a) Pajak langsung, yaitu yang
harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak ̂ }^t
dibebanW atau dilimpahkan kepada orang lain, (b)
Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhimya
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut sifatnya: (a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang
berpangkal atau ber^arkan pada subjeknya, dalam arti
memperhatikan kedalam diri Wajib Paj^. (b) Pajak
Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya,
tanpa memperhatikan keadaan dri Wajib Pajak.

3. Menurut lembaga peraungutnya: (a) Pajak Pusat, yaitu
pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. (b)
Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh
pemerintah daerah yang digunakan untidc membiayai
rumah tnagga daerah. Pajak daerah terdiri dari Pajak
Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.
(Mardiasmo, 2011,5-6)

2.1.6. /«/es/y/fcw/Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2008) menyatakan bahwa,

intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian

penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat
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terdaiiar dalam administrasi Direktoiat Jenderal Pajak, dan dari

hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Pelaksanaan kegiatan

intensifikasi pajak atau pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak

dilakukan melalui pemeriksaan dan hams memperhatikan hal-hal

sebagai berikut;

1. Dalam hal ditemukan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh

dan atau PPN dalam tahun berjalan, kegiatan pemeriksaan

dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh dan

atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN, dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- Apabila kewajiban perpajakan telah ada sejak awal tahun

dilakukan pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang

diterbitkan meliputi bulan Januari sampai dengan bulan terakhir

sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang

bersangkutan,

- Apabila kewajiban perpajakan timbul setelah awal tahun

dilakukannya pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN

yang diterbitkan meliputi bulan sejak timbulnya kewajiban

perpajakan sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan

pemeriksaan dalam tahim yang bersangkutan.

2. Dalam hal ditemukan adanya kewajiban perpajakan tahun-tahun

sebelumnya, agar dibuatkan usulan pemeriksaan khusus;

3. Teiiiadap Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, supaya

diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan

membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 1% dari peredaran usaha
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disetiap lokasi usahanya. Dalam pelaksanaan Surat Edaian ini,

pembayaran sebesar 1% juga berlaku terhadap Wajib Pajak yang

menyatakan hanya mempunyai satu gerai/outlet;

4. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu juga

memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP Pedagang

Eceran, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban

menghitung dan membayar PPN masa sebesar 2% dari peredaran

usaha luituk setiap masa pajak;

5. Tata cam penentuan besamya peredaran usaha dalam rangka

menghitung besamya pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam

tahun beijalan dilakukan berdasaikan ketentuan yang berlaku.

2.2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.2.1. Surat Pemberitahuan

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan

bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-imdangan.

Pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-undang Nomor 6

tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
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undang Nomor 28 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat di

bawahnya seperti peraturan Menteri Keuangan.

1. Fungsi Surat Pemberitahuan

Pasal 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan menegaskan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak untuk

mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa

Indonesia dengan menggunakan hiiruf latin, angka antp, satuan

mata uang rupiah, dan mendatangi serta menyampaikan ke kantor

Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau

dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Fungsi Surat Pemberitahuan SPT bagi Wajib Pajak

adalah:

1. Bagi Pengusaha
Berfimgsi sebagai sarana melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah
pajak yang sebenamya terutang dan untuk
melaporkan tentang:
a. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah

dilaks^an sendiri dan/atau mel^ui pemotongan
atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun
pajak atau bagian tahun pajak;

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak
dan/atau bukan objek pajak;

c. Harta dan kewajiban; (Watau
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut

tentang pemotongan atau pemungut pajak orang
pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

2. Bagi Pengus^a Kena Pajak
Berfimgsi sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah
Pajak Peitambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang sebenamya teratang untuk
melaporkan tentang:
a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak

Keluaran;
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penyampaian SPT atau pemberitahuan SPT Tahunan
secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.
(Waluyo, 2011,34)

4. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Menurut Uwon Gustiawan (2007, 70) menyatakan bahwa,

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian

SPT Tahunan dengan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan

SPT Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan ini wajib

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya yang hams

dilampiri dengan surat kuasa kfausus. Bentuk pemberitahuan

perpanjangan ini, berbentuk formulir kertas {hardcopy) atau dalam

bentuk data elektronik. Data elektronik ini dihasilkan dari aplikasi

yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Perlu

mengetahui batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Batas waktu

penyampaian SPT Tahunan adalah:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi paling lama 3 (tiga) Bulan setelah akhir
Tahun Pajak; atau

2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun
Pajak.
(Libeiti Pandiangan, 2010,40)

5. Pembetulan SPT

Menumt Waluyo (2011, 44-45) menyatakan bahwa, apabila

dalam pengisian SPT temyata terdapat kekeliruan, Wajib pajak atas

kemauan sendiri berhak untuk melakukan pembetulan, tetapi

dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan

pemeriksaan. Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan sehingga
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SPT tereebut nigi atau lebih bayar. Pembetulan SPT

hams disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa

penetepan, maksud daluwarsa adalah penetapan jangka waktu 5

(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhimya masa

pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Kekurangan

pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan dikenai sanksi

administiasi bempa bunga 2% per bulan. Bunga yang teratang atas

kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai berakhimya

batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai

dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh

1 (satu) bulan. Tata cara pembetulan SPT yang telah disampaikan

yaitu dengan menyampaikan pemyataan tertulis. Pemyataan tertulis

tersebut dilakukan dengan cara memberikan tanda pada tempat

yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan Wajib Pajak

membetulkan SPT. Apabila Direktur Pajak telah melakukan

pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, maka

Wajib Pajak dengan kesadarannya sendiri dapat mengungkapkan

dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT

yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenamya, sehingga

mengakibatkan;

1. Pajak-pajak yang masih hams dibayar menjadi lebih
besar atau lebih kecil;

2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi
lebih besar atau lebih kecil;

3. Jumlah haita mejadi lebih besar atau lebih kecil;
4. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil,

dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
(Waluyo, 2011,45-46)
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Akibat pengungkapan tersebut di atas, kekurangan p^ak

dikenai sanksi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen)

dari pajak yang kurang dibayar, dan hams dilunasi oleh Wajib

Pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiri disampaikan.

2.2.2. Prosedur Pembayaran Pajak

Menumt Herry Purwono (2010, 40) menyatakan bahwa,

kewajiban yang hams dipenuhi oleh seorang Wajib Pajak setelah

mendaftarkan diri (memperoleh NPWP) atau telah melaporkan

kegiatan usahanya (dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak), dan

menyampaikan SPT dengan melunasi, membayar dan menyetor pajak

yang masih hams dibayar sebesar jumlah yang tercantum dalam SPT,

baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Pelunasan tersebut digunakan

dengan menggunkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana

administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Surat Setoran Pajak

SSP atau sarana administrasi lain temebut dianggap sah apabila

divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang

diberikan oleh petugas di tempat pembayaran. Surat Setoran Pajak

(SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cam lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh

Menteri Keuangan, yaitu:

1. KantorPos;

2. Bank Persepsi, yaitu bank baik bank BUMN/BUMD atau bank

swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak;
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3. Tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Menunit Herry Purwono (2010, 40) menyatakan bahwa, jatuh

tempo pembayaran pajak adalah;

1. Pembayaran Masa
Sebagai sarana tertib administrasi pembayaran,
ditentukan tanggal jatuh tempo pembayaran untuk
masing-masing jenis pajak, yang dapat dijabarkan,
sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor
184/PKM/2007 tanggal 28 Desember 2007).

2. Pembayaran Tidiunan
Dalam Undang-undang hanya disebutkan bahwa
kekurangan pembayaran pajak yang terutang
berdasarkan SPT Tahunan Pajak Pen^asilan tersebut
hams dibayar lunas sebelum SPT Tahunan Pajak
Penghasilan disampaikan. Sebelum UU KUP 2008,
ditetapkan bahwa setiap tanggal 25 bulan ketiga setelah
tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum
SPT disampaikan, adalah batas waktu pembayaran
kekurangan pajak.

3. SuratTagihan Pajak (STP)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan
Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang hams
dibayar masih bertambah, hams dilunasi dalam jangka
waktu, satu bulan sejak tanggal diterbitkan.
Pengecualian dari ketentuan ini bagi Wajib Pajak usaha
kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu (Wajib Pajak
Kriteria Tertentu), adalah jangka waktu pelunasan
dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur atau

menunda pembayaran pajak yang masih hams dibayar dalam Surat

Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan

Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang

menyebabkan jumlah pajak yang temtang bertambah, serta Pajak

Penghasilan Pasal 29 kepada Direktur Jenderat Pajak.
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Tata cara pennohonan untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak dilakukan dengan, Surat Permohonan tertulis dan

diajukan paling lambat 9 hari keija sebelum jatuh tempo pembayaran

utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak

yang dimohon untuk diangsur dan ditunda. Direktur Jenderal Pajak

menerbitkan surat keputusan atas permohonan Wajib Pajak berupa

menerima seluruhnya, menerima sebagaian, atau menoiak, paling

lama 7 hari keija setelah tanggal diterimanya permohonan. Apabila

jan^ca vraktu tersebut tel^ lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak

memberi suatu keputusan, maka pennohonan Wajib Pajak dianggap

diterima (Kerry Purwono, 2010,42).

2.2.3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 telah mengupayakan

untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban Wajib Pajak

dengan hak dan kewajiban Petugas Pajak. Berikut ini disajikan secara

ringkas pokok-pokok hak dan kawajiban Wajib Pajak yang dimiliki

oleh Wajib Pajak, yaitu;

1. Hak Wajib Pajak:
a. Mengajukan permohonan NPWP dan/atau

Pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
b. Menyelengarakan pembukuan dalam bahasa asing

dan mata uang rupiah;
c. Meminta SPT secara cuma-cuma;
d. Menyampaikan SPT dalam media elektronik;
e. Menunda atau memperpanjang jangka waktu

penyampaian SPT tahunan;
f. Khusus Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat

melapoikan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT
Masa;

g. Menunjuk kuasa sebagai wakil dalam bertindak di
bidang perpajakan;
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k Menerima tanda bukti penerimaan SPT;
i. Melakukan pembetulan SPT;
j. Mendapatkw pengurangan dan/atau penghapusan

sanksi administrasi serta pembetulan SKP;
k. Mengajukan gugatan, kebeiatan, banding, dan

peninjauan kembali;
1. Menunda atau mengangsur pembayaran kelebihan

pajak;
m. Meminta imbalan bunga;
n. Mendapatkan penghapusan utang pajak.
Kev^jiban Wajib Pajak:
a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

dan/atau melaporkan kegiatan usaha untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. Mengambil sendiri, mengisi, dan menyampaikan
SPT;

c. Mengbitung dan membayar sendiri dan/ atau
memotong, memungut, serta menyetor bagi Wajib
Pajak yang bertindak sebagai Pemotong/Pemungut
Pajak;

d. Melunasi utang pajak dalam surat ketetapan pajak,
e. Menyelenggaral^ pembukuan atau pencatatan dan

menyiapkan buku, catatan, serta dokumen lain, yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan;

f. Bersedia untuk dilakukan Penelitian, Pemeriksaan,
Pemeriksaan bukti awal, dan Penyidikan.
(Kerry Purwono, 2010,78)

2.3. Account Representative

2.3.1. Pengertian Account Representative

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative (AR)

sebagaimana telah diubah teiakhir dengan Nomor 709/KMK. 1/2008

yang menyatakan bahwa:

Petugas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak yang telah
melaksanakan Sistem Administrasi Modem. Account

Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap
Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan
Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi
Modem.
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Account Representative adalah penghubung antara Kantor

Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Wajib Pajak, yang

beitanggung jawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara

efektif dan profesional. Mereka terlatih untuk memberikan respon

yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang diajukan Wajib

Pajak sesegera mungtdn. Account Representative memiliki

pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan Wajib Pajak dalam

hubungannya dengan kewajiban perpajakan. Untuk itu Account

Representative secaia berkala mendapatkan pendidikan dan pelatihan

dari berbagai narasumber (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

2.3.2. Tugas dan Kegiatan Account Representative

Tugas Account Representative dapat dibedakan menjadi 2 (dua)

bagian, yaitu yang berhubungan dengan atasannya dan yang

berhubungan dengan Wajib Pajak. Beidasarkan Peratiuan Menteri

Keuangan Nomor 709/PM. 1/2008 tentang Uraian Jabatan di

Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, adalah sebagai

berikut:

a Tugas dan Kegiatan Account Representative yang
berhubungan dengan atasannya secara langsung:
1. Membuat konsep rencana keija;
2. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan

potensi pajak, perkembangan ekonomi dan
keuangan;

3. Mengusulkan pemeriksaan dan atau penyidikan;
4. Membuat konsep laporan berkala seksi.

b Tugas dan Kegiatan Account Representative yang
berhubungan dengan Wajib Pajak:
1. Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal

Wajib Pajak;
2. Melaksanakw penelitian dan analisa kej^tuhan

material Wajib Pajak;



31

3. Melaksanakan bimbingan/himbauan mengenai
ketentuan perpajakan kepada Wajib Pajak;

4. Memberikan konsultasi teknis perpajakan kepada
Wajib Pajak;

5. Membuat dan memutakhirloinprofile Wajib Pajak;
6. Membuat Surat Pemberitahuan Perubahan

Besamya Angsuran PPh Pasal 25;
7. Membuat uraian penelitian pembebasan/

pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25;
8. Membuat usulan rencana kunjimgan keija ke lokasi

Wajib Pajak dalam ran^a pengawasan dan
pemutakhiran data Wajib Pajak;

9. Membuat Nota Penghitun^ dalam rangka
penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk
STP bunga penagihan) Pasal 7, Pasal 8 (2), Pasal 9
(2a) dan Pasal 14 (3);

10. Membuat konsep Nota Penghitungan dalam rangka
penerbitan SKPKB/SKPKBT tanpa prosedur
pemeriksaan;

11. Melaksaiakan proses pembetulan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;

12. Merekonsiliasikan data Wajib Pajak.

Penunjukkan.^ccoMnf Representative secara khusus untuk

melayani dan mengawasi administrasi perpajakan beberapa Wajib

Pajak dengan mengembangkan konsep pelayanan satu pintu sehingga

mengurangi persinggungan antara Wajib Pajak dengan petugas pajak

yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak negatif. Seorang

Account Representative memiliki akses terhadap rekening Wajib

Pajak {taxpayer account) secara on-line. Selain itu, Wajib Pajak dapat

secara mudah menghubungi Account Representative-nya, baik secara

langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak maupun menggunakan

telepon atau e-mail. Account Representative juga berkewajiban

melaksanakan intensifikasi perpajakan pengawasan kepatuhan

kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan, konsultasi dan
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melaksanakan himbauan kepada Wtyib P^ak (Diiektorat Jenderal

Pajak, 2008).

Jadi, tugas dan ]ss^di!tsa Account Representative khusus

untuk melayani dan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan

Wajib Pajak secara langsung. Account Representative bertanggung

jawab untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang

diajukan Wajib Pajak secara efektif dan profesional, terutama

mengenai, rekening Wajib Pajak {taxpayers account) untuk semua

jenis jajak, kemajuan proses pemeiiksaan dan restitusi, interpretasi dan

penegasan atas suatu peraturan {ruling), perubahan data identitas Wajib

Pajak, tindakan pemeiiksaan dan penagihan pajak, kemajuan proses

keberatan dan banding, perubahan peraturan yang berkaitan dengan

kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

2.3.3. Kualifikasi Account Representative

Seorang Account Representative harus mempunyai kemampuan

teknis perpajakan dan mampu melaksanakan tugas yang dilimpahkan

serta mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Setiap

Account Representative harus profesional dengan memilild knowledge,

skills, dan attitude yang telah distandardisasi:

1. Dalam hal knowledge (pengetahuan), setiap Account
Representative harus:
a. Menguasai ketentuan perpajakan secara menyeluruh

(materi dan formal);
b. Menguasai seluruh jenis pajak;
c. Menguasai teknologi informasi terkini.

2. Dalam hal skills (keahlian), setiap Account
Representative, harus mampu:
a. Mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib

Pajak;
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b. Memahami karakteristik penisahaan dan industri
Wajib Pajak;

c. Melakukan analisis data dan potensi perpajakan
yang diperoleh dan beibagai sumber;

d. Memberikan pelayanan yang prima;
e. Berkomunikasi dengan baik dengan Wajib Pajak.

3. Dalam hal attitude (sikap atau perilaku), setiap Account
Representative harus proaktif, inovatif, kreatif,
komunikatif, dan responsif
(Liberti Pandiangan, 2008,36)

Jadi, Account Representative tidak hanya cukup memiliki

kemampuan teknis saja, tetapi juga perlu raetniliki integritas dan

kemampuan berkomunikasi serta bekeqa sama, menghargai ide-ide

dan pendapat orang lain dan mampu mencari jalan keluar dari semua

tantangan yang dihadapinya sehingga dapat beijalan dengan efektif.

2.3.4. Fungsi Account Representative

Setiap Account Representative mempunyai beberapa Wajib

Pajak yang harus diawasi. Penugasan pelayanan oleh Account

Representative dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga

meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan produktivitas keija

karena pelaksanaan pekeqaan lebih terfokus. Secara umum Account

Representative memiliki fungsi:

1. Bertindak sebagai Petugas Penghubung {liasison
Officer) antara Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib
Pajak;

2. Menjamin akurasi, konsistensi, kepastian, ketepatan,
dan efisiensi waktu dalam memberikan pelayanan
kepada Wajib Pajak;

3. Membangun hubungan yang lebih teibuka didasari
saling percaya antara Wajib Pajak dan Kantor
Pelayanan Pajak sehingga meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan h^ya di
bidmig perpajakan dalam rangka menghindari
pengenaan sanksi;

4. Melakukan pemuktahiran data Wajib Pajak; dan
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W^ib P^aknya hams mematuhi peratiuan, yang w^ib dan memaksa,

tanpa dikenakan imbalan secaia langsung, hasilnya digunakan untuk

kemakmuran rakyat.

2.5.4. Objek Pajak Penghasilan

Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008

ayat (1), menyatakan bahwa;

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu, setiap
tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh
Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun
dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk komsumsi
atau menambah kelrayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan bentuk apapim.

Pajak Penghasilan yang termasuk penghasilan sebagai objek

pajak dengan nama dan bentuk apapun tennasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekeijaan
atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji,
upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang
ini;

b. Hadiah dari undian atau pekeijaan atau kegiatan, dan
penghargaan;

c. Labausaha;

d. Keuntungan karena penjualan atau kaiena pengalihan
harta termasuk:

- Keuntungan karena pengalihan harta kepada
perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai
pengganti saham atau penyerahan modal;

- Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan
dan badan lainnya l^ena pengalihan harta kepada
pemegang saham, sekutu, atau anggota;

- Keuntungan karena likuidasi, penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil
alihanusaha;

- Keuntungan karena pengalihan harta bempa hibah,
bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan
kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat, dan badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil
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teraiasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri
keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan
usaha, pekeijaan, kepemilikan atau penguasaan
antara pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Pcnerimaan kembali pembayaran pajak yang telah
dibebankan sebagai biaya;

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
karena jamimn pengembalian utang;

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;

h. Royalti;
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta;
j, Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai

dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan
peraturan pemerintah;

1. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. Premi asuransi;
0. luian yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari

anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang
menjalankan usaha atau pekeijaaan bebas;

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan
yang belum kena pajak.
(Aristanti Widyaningsih, 2011,26-27)

2.5.5. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besamya pajak

terutang (pajak yang hams dibayar). Menumt Kementerian Keuangan

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (2010, 20-21),

perhitungan tarif Pajak Penghasilan Badan dibagi menjadi;

1. TarifPPh Pasal 17ayat(l)humfb
Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) humb b tarif yang
ditetapkan bagi Wajib Pajak Ba^ dalam negeri dan
bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 28%. Namun
demikian berdasarkan Pasal 17 ayat (2a) tarif tersebut
sejak tahun pajak 2010 menjadi 25%.

2. Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b)
Tarif ini ditetapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam
negeri yang berbentuk perseroan teihuka yang paling
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sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah
keseluruhan saWi yang disetor diperdagan^an di
bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan
tertentu lainnya. Wajib Pajak tersebut dapat
memperoleh tarif sebe^ 5% (lima persen) lebih
ren(M dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada
pasal 17 ayat (1) huruf b ayat (2a) Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008.

3. TarifPPhPasal31E

Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran
bnito sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan
tarif sefa^ar 50% (lima puluh persen) dan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b
dan ayat (2a) yang dikenai atas Penghasilan Kena Pajak
dari bagian peredaran brute sampai dengan Rp
4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah).

1. Contoh perhitungan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b, yaitu:

Jumlah peredaran brute dalam tahun pajak 2010 Rp 54.000

Juta Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam Tahun Pajak 2010 Rp

4.800 Juta, jawab:

PPh Terutang = 25% x Rp 4.800 juta = Rp 1.000 juta

Jika Wajib Pajak Badan dalam negeri mempunyai peredaran brute

sampai dengan Rp. 50.000 Juta (lima puluh miliar rupiah), maka

perhitungan PPh terutang menggunakan tarif PPh Pasal 3 IE.

2. Centoh perhitungan tarif PPh Pasal 17 ayat (2b), yaitu:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam tahun pajak 2010

Rp 1.250 Juta, jawab:

PPh Terutang = (25% - 5%) x Rp 1.250 juta = Rp 250 juta

Lihat: Peraturan Pemerintah Nemer 81 Tahun 2007 tentang

Penurunan Tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang

berbentuk Perserean Terbuka.
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3. Contoh Perhitungan tarifPPh Pasal 3 IE, yaitu:

Peredaran Bruto PT ABC dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp

30.000 Juta dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000 Juta

Perhitungan PPh terutang:

a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto

yang memperoleh fasilitas

= ( Rp 4.800 juta Rp 30.000 Juta) x Rp 3.000 juta

= Rp 480 Juta

b. Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh

fasilitas

= Rp 3.000 Juta - Rp 480 Juta = Rp 2.520 Juta

c. PPh yang Terutang

= (50% X 25% X Rp 480 Juta) + (25% x Rp 2.520 Juta)

= Rp 60.000 Juta + Rp 630 Juta

= Rp 690 Juta

2.5.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak

Terdapat beberapa faktor yang sangat berperan penting dalam

mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana melaui

pemungutan pajak ke kas negara, yaitu:

1. Kejelasan, kej^tian dan kesederhanaan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Undang-imdang yang
jelas, sederhana, d^ mudah di mengerti maka
memeberi penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan
fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan
undang-undang tidak akan menimbulkan interprestasi,
selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimna mestinya.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan
Undwg-undang perpajakan. Kebijakan dalam hal ini
adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan
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maupun surat edaran dari DJP, untuk hal-hal tertentu
dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci
dalam Undang-und^g.

3. Sistem administrasi yang tepat. Sistem administrasi
memegang peran yang penting. Unit-unit penting dalam
strategi dalam organisasi pengadministrasian (Kantor
Pelayanan Pajak) sebagai operating arms dari
pemerintah harus memiliki sistem administrasi yang
tepat.

4. Pelayanan. Salah satu langkah penting yang harus
dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian
pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberi
pelayanan prima kepa^ Wajib Pajak dalam
mengoptimalkan penerimaan negara.

5. Kesad^an dan pemahaman warga negara. Dengan
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi akan memberi keildilasan masyarakat untuk
patuh dalam kewajiban perpajakannya.

6. Kualitas petugas paji^ (intelektual, keterampilan,
integritas, moral tinggi).
(Siti Kumia Rahayu, 2010,27-29)

2.6. Peran Account Representative dalam Pembuatan dan Analisa Profile

Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Sumber penerimaan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak.

Peran pajak sangat besar dalam menunjang kebutuhan dalam menjalankan

pemerintahan seperti yang tertuang dalam APBN. Oleh karena itu pemerintah

dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Menteri Keuangan

mengemban misi untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor

perpajakan guna menunjang kemandirian pembiayanaan APBN. Dengan misi

tersebut Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya agar Wajib

Pajak bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan

dari sektor perpajakan dapat membiayai APBN.

Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut, maka dibentuk Account

RepreserUative.VemtxyjkssxAccomt Representative mempeSsm karakteristik
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utama penerapan sistem administiasi perp^akan modem sebagai salah

satu wujud reformasi. Salah satu tugas Account Representative adalah

melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan terhadap Wajib Pajak dengan

melakukan pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak Badan. Dengan

adanya Account Representative yang bertugas melakukan pengawasan

kepatuhan perpajakan terhadap Wajib Pajak diharapkan dapat membantu

peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan melalui kegiatan

pengamanan penerimaan pajak yaitu dengan pembuatan dan analisa profile

Wajib Pajak Badan.

Dengan menggunakan profile Wajib Pajak Badan para petugas

Account Representaive dapat mengetahui setuk beluk dari setiap Wajib

Pajaknya mulai dari status, penghasilan, jenis usaha sampai modus yang

digunakan dalam menghindari pajak. Profile Wajib Pajak Badan juga

menjadi sarana yang dibutuhkan oleh Fungsional Pemeriksa dalam

melaksanakan pemeriksaan guna mencapai target utama yang diharapkan

yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak.

Pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak Badan juga berguna untuk

melakukan pengawasan, penggalian potensi perpajakan, untuk lebih

mengenal Wajib Pajak yang terdaftar di unit keijanya dan dapat memonitor

perkembangan usaha Wajib Pajak yang bersangkutan, serta untuk menyajikan

informasi yang dapat digunakan terutama sebagai bahan analisis mengukur

tingkat resiko dan kepatuhan Wajib Pajak.

Pada dasamya tingkat penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak,

karena semakin banyak Wajib Pajak yang patuh dalam melaksanakan
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kewajiban perp^akaimya, dengan demikian penerimaan pajak pun akan terus

meningkat, khususnya Pajak Penghasilan Badan karena telah dilakukan

pengawasan kepatuhan perapajakan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan

pembuatan dan anali^ profile Wajib Pajak Badan. Sehingga dari uraian

tersebut dapat dikatakan peran Account Representative dalam Pembuatan dan

Analisa Profile Wajib Pajak Badan berpangaruh terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan Badan.
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OBJEK DAN METODE PENEUTIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel-variabel yang menjadi perhatian

penelitian, kaiena datam metakukan penelitian setiap peneliti haras

mempelajari objek yang akan diteliti dan menentukan langkah-langkah

penelitian, agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan.

Yang menjadi objek penelitian ini adalah peran Account Representative dalam

pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak Badan terfaadap penerimaan Pajak

Penghasilan Badan. Adapim objek analisis dari penelitian ini adalah target dan

realisasi penerimaan Pajak Pengjhasilan Badan, jumlah serta proses pembuatan

dan analisa profile Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan oleh para Account

Representative. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yang berlokasi di Jl. Kartini VIII

No 2, Jakarta Pusat 10750. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

merupakan instansi pemerintah yang mengurusi penerimaan negara,

khususnya penerimaan dari sektor pajak yang berada di bawah naungan

Departemen Keuangan.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah seluruh proses perencanaan dan

pelaksanaan suatu penelitian. Desain penelitian merupakan rencana

46
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tentang caia mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat

terlaksana secara ekonomis serta serasi dengan jenis atau tujuan

penelitian. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian

itu menggunakan langkah-langkah teitentu yang bersifat logis. Dalam

melakukan penelitian, penulis menggunakan rancangan dan desain

penelitian yang mencakup;

1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian

a. Jenis atau Bentuk Penelitian

Jenis atau bentuk penelitian yang digunakan adalah Deskriptif

Eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau

suatu fenomena tertentu, sehingga dapat menganalisis pengaruh

peran Account Representative dalam pembuatan dan analisa

profile Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak

Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

sesuai dengan keadaan sebenamya saat ini.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan

studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Metode

ini merupakan penelitian tentang subjek penelitian yang

berkenaan dengan latar belakang dan kondisi dari suatu fase atau

khas dari keseluruhan personalitas untuk memberikan gambaran

yang lengkap mengenai subjek tertentu.

c. Teknik Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik

Kuantitatif, yaitu penelitian yang mencari jawaban secara
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mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis dan

membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi teijadinya

ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

2. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa group,

yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon group

atau unit fungsional dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu,

yang terkait dalam pembuatan dan analisaprofile Wajib Pajak Badan

yaitu para Account Representative yang berada pada Seksi

Pengawasan dan Konsuitasi (Waskon) I, II, HI, IV, serta Seksi

Pemeriksaan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

3.3.1. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis

mengklasifikasikan variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel bebas) adalah variabel yang dapat

mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau

timbulnya variabel dependen. Yang menjadi variabel independen

adalah peran Account Representative dalam pembuatan dan analisa

profile Wajib Pajak Badan.

2. Variabel Dependen (Variabel terikat) adalah variabel yang dapat

dipengaruhi oleh variabel independen. Yang menjadi variabel

dependen adalah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Untuk lebih jelas dapat dilihat penjabarannya pada tabel berikut

ini:
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Tabel 1.

Operasionalisasi Variabel
Peran Account Representative Dalam Pembuatan dan Analisa Profile

Variabel/Sub Variabel Indikator Ukuran Skala

Pembuatan Prtj/J/e Wajib
PajakBadan (Xi)

Sub Variabel;
1. Mapping (Pemetaan)

2. Evaluasi Mapping
(Pemetaan)

3. Proses Pembuatan

Profile WP Badan

- Pengelompokan WP Badan menurut
Subjek Pajak, Objek Pajak, Sektor, Sub
Sektor, dan Wilayah/Lokasi Usaha WP

- Mendapatkan gambaran umum potensi
p^ak di wilayah keija masing-masing
kantor/unit WP

Orditud

-Mengidentifikasi kelompok-kelompok
WP Badan yang potensial

- Jumlah WP Badan potensial yang akan
di buat profile Wajib Pajaknya

Rasio

- Pengumpulandatapermanen

- Pengumpulan dataakumulatif

- Pengumpulan data lainnya

- Terdapat identitas WP, gambaian
usaha, dan datapoidulcung lainnya

- Terdapat data po-kembangan usaha
WP, data lawan transaksi/pihak ketiga,
data kewajiaban peipajakm

- Terdapat data internal dan ekstenial

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Analisa Profile Wajib
Pajak Badan (X2)

Sub Vari^>el:

1. Evaluasi atas Profile
WP Badan

2. Poiggalian Potensi PI%
berbasis profile WP
Badan

3. Tindak lanjut atas
Profile WP Badan

- Analisis perptyakan WP per tahun
pajak

- Analisis rasio benchmarMng

- Analisis rasio CTTOR (rasio PPh
terutang tethad^ peredaran usaha)

- Menilai kewajaran kineija keuangan
perusahaan ViP Badan

Rasio

Rasio

- Melakukan pengujian data permanen,
data akumulatif dan data lainnya dalam
profile WP

- Menghitung potensi masing-masing
WP

- Menghitung lax gap masing-masing
WP

- Menentukan kewajaran omzet/output
dari kegiatan usaha WP

- Omzet/output dari kegiatan usaha
dikalikan benchmark

- Selisih antara potensi PPh dengan
Pajak yang sudah direalisasikan WP

Rasio

Rasio

Rasio

- Penerbitan Surat Himbauan

- Konseling

- Pembetulan SPT

- Jumlah surat himbauan yang
diterbitkan atas pembetulan SPT
berbasis profile WP

- BanyaknyaWP melakukan klarifikasi
terfaadap data yang tecantum dalam
surat himbauan secara langsung kepada
petugas pajak

- Pomimaan PPh dari pmbetulan SPT

Rasio

Rasio/

Interval

Rasio

Pfflierimaan Pajak
Penghasilan (PPh) Badan
(Y)

- Target dan Realisasi Penerimaan PPh
Badan

- Realisasi Penerimaan PPh Badan yang
didasarkan pad& Profile Wajib Pajak
Badan

- Potensi poierimaan PPh Badan

- Realisasi dari pembetulan SPT W^ib
Pqak yang diberikan surat himbauan
berbasis profile W^ib Pajak Badan

Rasio

Rasio
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3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Metode penarikan sampel yang digunakan penulis dalam

penelitian ini adalah nonprobability sampling dengan tehnik purposive

sampling. Nonprobability sampling merapakan tehnik pengambilan

sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi

setiap unsur atau an^ota populasi untuk dipiiih menjadi sampel.

Sedangkan teknik purposive sampling merupakan teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan cara memilih sampel dan

suatu eleraen populasi didasarkan pada infonnasi yang tersedia serta

sesuai tujuan penelitian yang dilakukan, sehingga perwakilannya

terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan. Sampel dalam

penelitian ini adalah laporan target dan realisasi penerimaan Pajak

Penghasilan Badan periode Januari 2010-Desember 2011, laporan

bulanan hasil pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak Badan, serta

realisasi penerimaan Pajak Pengjiasilan Badan yang didasarkan atas

analisa dan tindak lanjut profile Wajib Pajak Badan yang telah

dilakukan oleh Account Representative di lingkungan KPP Pratama

Jakarta Sawah Besar Satu.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini,

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

1. Riset Kepustakaan

Penelitian untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk yang

telah jadi atau data teoritis dengan cara mempetajari, meneliti, dan
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1. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu wilayah keijanya meliputi

Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Kelurahan Mangga Dua

Selatan.

2. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua wilayah keijanya meliputi

Kelurahan Kartini, Kelurahan Pasar Baru, dan Kelurahan Pasar

Anyar.

Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak:

Visi: Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem

administrasi perpajakan modem yang efektif, efisien, dan dapat

dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme

tinggi.

Misi: Menghimpun penerimaan Pajak Penghasilan Badan negara

berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu

mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan

belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang

efektif dan efisien.

4.1.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Jabaran Tugas KPP Pratama Jakarta Sawah

Besar Satu.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah unsur pelaksanan

Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas

melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak

di bidang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang
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Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi Dan Bangunan

serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah

wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Sawah Besar Satu menyelenggarakan fimgsi sebagai

berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan

subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;

Penetapan dan penerbitan Produk hukum perpajakan;

2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan

dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat

lainnya;

3. Penyuluhan perpajakan;

4. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;

5. Pelaksanaan ekstensifikasi;

6. Penatausahaan piutang pajak, dan pelaksanaan penagihan pajak;

7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;

8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;

10.Pelaksanaan intensifikasi;

11.Pelaksanaan administrasi KPP Pratama.
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4.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam suatu Kantor Pelayanan Pajak sangat

penting untuk menciptakan koordinasi yang baik mengenai

penugasan, pelimpahan kekuasaan, dan tanggung jawab. Struktur

organisasi dalam kantor Pelayanan Pajak diharapkan mampu

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan serta pencapaian

target penerimaan perpajakan.

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak modem telah dibuat

lebih menggunakan pendekatan fungsional dibanding Kantor

Pelayanan Pajak dahulu, adapun susunan struktur organisasi yang ada

di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu adalah sebagai berikut;

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

2. Subbag Umum;

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

4. Seksi Pelayanan;

5. Seksi Penagihan;

6. Seksi Pemeriksaan;

7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I;

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II;

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III;

11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) IV;

12. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini uraian tugas instansi KPP Pratama Jakarta Sawah Besar

Satu:
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1. Subbag Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,

keuangan, tata usaha, dan nimah tangga.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) merupakan pusat

perekaman dari Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan

Wajib Pajak. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan

pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian

informasi perpajakan perekaman dokumen perpajakan, pelayanan

dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-

filling, serta penyiapan laporan kineija.

3. Seksi Pelayanan merupakan ujung tombak Kantor Pelayanan Pajak

Pratama yang bertugas untuk melayani Wajib Pajak dan

mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk

hukum perpajakan pengadministiasian dokumen dan berkas

perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta

penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan

registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan

penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan

pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta

penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan, penyusunan

recana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,

penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3)

serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
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6. Seksi Ekstensifikasi Peipajakan (di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama) mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi

perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek

pajak dalam rangka ekstensifikasi.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1,11, III, dan IV terdiri atas para

Account Representative yang ditugaskan pada wilayah-wilayah

tertentu. Masing-masing Account Representative mempunyai tugas

melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib

Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak, dan konsultasi

teknis perpajakan, penyusunan profile Wajib Pajak, analisis keija

Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam

rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi basil

banding.

8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu

melaksanakan tugas dari Seksi masing-masing.

4.1.4. Pembuatan Profile Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah

Besar Satu

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak dan

menindaklanjuti Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Pajak

bulan Januari 2010, Program Penyempumaan dan Pemantapan Profile

Wajib Pajak sebagaimana telah dilaksanakan sejak tahun 2007

dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya, guna meningkatkan

penerimaan negara di sektor perpajakan. Tindak lanjut dari Rapat

Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Pajak bulan Januari 2010,
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salah satunya adalah Wajib Pajak yang sudah masuk ke dalam dafiar

penyelesaian profile 200 Wajib Pajak, ditingkatkan menjadi profile

500 Wajib Pajak, dan pada periode 2010 menjadi 1.000 profile Wajib

Pajak, kemudian untuk periode 2011 menjadi profile 1.500 Wajib

Pajak.

Tujuan pembuatan profile Wajib Pajak adalah, menyajikan

informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan. Profile

Wajib Pajak merupakan syarat wajib dari penerbitan suatu Surat

Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), dengan adanyaprofile Wajib Pajak

maka para Account Representative lebih mengenal Wajib Pajak yang

terdaftar di unit keijanya dan dapat memonitor perkembangan usaha

Wajib Pajak yang bersangkutan serta melakukan pengawasan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga nantinya dapat

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Dengan meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak

maka secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak, maka

dari itu pembuatan profile Wajib Pajak harus dilaksanakan dengan

baik dan benar sehingga menghasilkan data-data yang akurat

mengenai Wajib Pajak.

Pembuatan Profile Wajib Pajak Badan pada periode 2010

dilakukan terhadap 1000 dan pada periode 2011 dilakukan terhadap

1.500 Wajib Pajak untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan seluruh

Wajib Pajak bagi Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor
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Pelayanan Pajak Madya. Yang dimaksud Wajib Pajak yang harus

dibuat Profile-nydi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Wajib

Pajak yang sudah dibuat Profile-nyA pada tahun-tahun sebelumnya

ditambah dengan Wajib Pajak potensial lainnya hingga mencapai

1.500 pada periode 2011. Profile Wajib Pajak Badan harus tetap

dipelihara dan diperbaharui {update) sepanjang Wajib Pajak tersebut

masih terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Berikut ini adalah data perkembangan pembuatan profile Wajib

Pajak Badan pada periode Januari 2010 hingga Desember 2011.

Tabel 3.

Perkembangan Pembuatan Profile Wajib Pajak Badan
Periode Januari 2C 10- Desember 2011

Periode

2010

Perkembangan
Pembuatan Profile "WP

Badan

Periode

2011

Perkembangan Pembuatan
Profile VfP Badan

Januari 53 Januari 60

Februari 84 Februari 98

Maret 65 Maret 124

April 101 April 235

Mei 78 Mei 134

Juni 83 Juni 145

Juli 88 Juli 101

Agustus 73 Agustus 78

September 95 September 102

Oktober 87 Oktober 122

November 89 November 161

Desember 97 Desember 89

Jumlah 993 Jumlah 1.449

Sumber; KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, 2011

Pada periode 2010 profile Wajib Pajak Badan yang sudah dibuat

sebanyak 993 profile akan tetapi hanya 596 profile yang sudah

lengkap meliputi data permanen, data akumulatif serta data lainnya

dari 1.000 profile Wajib Pajak Badan yang harus dibuat. Sedangkan

pada periode 2011 profile yang sudah selasai dibuat sebanyak 1.449

profile dan yang sudah lengkap meliputi data permanen, data
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akumulatif serta data lainnya hanya 825 profile dari 1.500 profile

Wajib Pajak Badan yang harus dibuat (perincian secara lengkap dapat

dilihat di lampiran 6.).

Peran Account Representative dalam pembuatan profile Wajib

Pajak Badan pada periode 2010 dan periode 2011, sudah optimal. Hal

ini dibuktikan dari profile Wajib Pajak Badan yang sudah dibuat pada

periode 2010 mencapai 99,3% dan pada periode 2011 profile yang

sudah selasai dibuat mencapai 96,6%.

Yang harus dilakukan sebelum pembuatan profile Wajib Pajak

Badan adalah melakukan;

4.1.4.1. Mrpp/ng (pemetaan)

Mapping Wajib Pajak Badan adalah pengelompokan

Wajib Pajak Badan menurut Subjek Pajak, Objek Pajak,

Sektor dan Sub Sektor, Wilayah/Lokasi Usaha, serta

Wajib Pajak Group/Cabang di wilayah keijanya. Tujuan

dilakukannya mapping adalah untuk mendapatkan

gambaran umum potensi pajak di wilayah kerja masing-

masing kantor/unit Wajib Pajak yang akan digunakan

sebagai alat analisis dalam rangka optimalisasi pelayanan,

pengawasan dan penggalian potensi penerimaan Pajak

Penghasilan Badan. Mapiing (pemetaan) Wilayah keija

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, dapat dilihat pada

gambar 1. dibawah ini:
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Gambar2.

Mapping Wilayah Kega
KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Sumber: KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Untuk pembagian wilayah keija KPP Pratama Jakarta

Sawah Besar Satu adalah sebagai beriku;

label 4.

Luas Daerah dan Jumlah Penduduk

Keadaan Per 31 Desember 2011

NO DAERAH LUAS (Ha)
JUMLAH

Sektor/Sub Sektor
Penduduk KK

1 Gunung Sahari Utara 189,67 18.137 4.512
Industri khususnya

konveksi

2 Mangga Dua Selatan 129,09 26.967 10.530

Elektronika,
Perdagangan dan
Bahan Bangunan

Jumlah 318,76 45.104 15.042

Jumlah Tahun

Sebelumnva
318,76 42.623 13.639

Dari tabel 4. di atas dapat diiihat wilayah kerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar

Satu memiliki jumlah penduduk keadaan per 1 Januari

2011 sebanyak 45.104 jiwa dengan jumlah kepala

keluarga sebanyak 15.042 Kepala Keluarga. Sedangkan
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pada tahun sebeliimnya yaitu tahun 2010 jumlah

pendududk 42.623 dan jiunlah Kepala Keluarga 13.639,

jumlah penduduk dan Kepala Keluarga mengalami

kenaikan di tahun 2011 sebesar 2.481 dari jumlah

penduduk dan Kepala Keluarga naik sebesar 1.403.

Mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah ini

merupakan daerah pemiagaan yang potensial khusunya di

kelurahaan mangga dua selatan. Selain dari kegiatan

perdagangan juga terdapat kegiatan-kegiatan usaha lain

seperti industri konveksi yang berpotensi untuk

meningkatkan penerimaan negara.

Berdasarkan monografl yang bersumber pada data

dinas stastitik daerah, diketahui mayoritas penduduk yang

tinggal di wilayah ini adalah pelaku kegiatan usaha atau

mempunyai pekeijaan sebagai pekeija swasta sehingga

wilayah ini merupakan daerah pemiagaan yang potensial

khususnya di Kelurahan Mangga Dua Selatan. Selain dari

kegiatan perdagangan juga terdapat kegiatan-kegiatan

usaha lain yang berpotensi untuk meningkatkan

penerimaan negara.

Berdasarkan Wawancara yang penulis lakukan,

gambaran umum potensi pajak di wilayah keija masing-

masing kantor/unit Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta

Sawah Besar Satu adalah, di kelurahaan Gunung Sahari

Utara yang mempunyai wilayah strategis yang merupakan
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pusat kegiatan usaha/perekonomian yang terdapat di

sepanjang Jalan Gunung Sahari Raya dimana terdapat

objek pajak besar seperti Hotel Sheraton, Hotel Golden

Trully, serta gedung-gedung bertingkat yang digunakan

untuk perkantoran, perbankan maupun untuk

bengkel/showroom kendaraan. Sedangkan di kelurahaan

Mangga Dua Selatan potensi yang ada adalah perdagangan

elektronika dan perdagangan bahan bangunan.

Terdapat 4 (empat) pusat pertokoan di sepanjang

jalan Mangga Dua Square, yaitu Harco elektronik, Harco

Mas, Orion Dusit dan Mangga Dua Mall. Keempat mall

tersebut merupakan pusat perdagangan komputer dan

elektronik. Wilayah komersial lain di kelurahaan ini

adalah disepanjang Jalan Pangeran Jayakarta yang

merupakan pusat perdagangan bahan bangunan terutama

bahan bangunan berupa besi dan baja. Selain itu, di Jalan

Pangeran Jayakarta juga banyak terdapat usaha

perbengkelan dan penjualan otomotif. Wilayah keija KPP

Pratama Jakarta Sawah Besar Satu juga memiliki potensi

perpajakan di bidang lain, hal ini teijadi karena adanya

aktivitas jual^eli maupim kegiatan industri yang

selanjutnya akan mendorong perkembangan dan

pertumbuhasn usaha jasa angkutan, persewaan ruko/rukan,

apartemen maupun rumah kost/kontrakan, dan meruf^an

potensi perpajakan yang masih dapat digali. Untuk itu
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perlu dilakukan upaya intensifikasi yang pada akhimya

akan bermuara kepada peningkatan penerimaan negara

dari sektor pajak.

4.1.4.2. Evalusi Mapping (Pemetaan)

Setelah pembuatan mapping, selanjutnya dilakukan

evaluasi terhadap basil mapping tersebut, yaitu

mengidentifikasi kelompok Wajib Pajak Badan mana yang

potensial untuk ditindaklanjuti. Berikut ini penulis sajikan

tabel 5. potensi kelompok Wajib Pajak Badan untuk

ditindaklanjuti berdasarkan data penerimaan pajak periode

2010 hingga periode 2011, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.

Potensi Kelompok Wajib Pajak Badan menurut Sektor Usaha
Keadaan 31 Desember 2C11

NO Sektor Usaha
Potensi Penerimaan

Paiakt%)

1 Pertanian 0.76

2 Pertambangan & Penggalian 0.12

3 Industri Pengolahan 3.26

4 Listrik, Gas & Air 0.36

5 Bangunan/Kontruksi 4.56

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 52.21

7 Angkutan & Komunikasi 10.81

8 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 19.64

9 Sewa Rumah 1.83

10 Jasa-Jasa 6.45

Sumber; KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, 2011

Secara garis besar, gambaran kelompok Wajib Pajak

Badan yang potensial menurut sektor usaha di wilayah

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yang potensial
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adalah di sektor perdagangan. Hotel, Restoran serta sektor

Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Berikut ini adalah data jumlah Wajib Pajak Badan

menurut sektor usaha yang telah dikelompokkan berdasarkan

basil tindak lanjut mapping di KPP Pratama Jakarta Sawah

Besar Satu.

Tabel 6.

Jumlah WP Badan menurut Sektor Usaha
Keadaan Per 31 Desember 2011

Tahun
NO

¥TC* A n A
S£KTOR UoAUA

2010 2011

1 Pertanian;

1.1 Tanaman Bahan Makanan 2 1

1.2 Tanaman Perkebunan Rakyat 8 12

1.3 Tanaman Perkebunan Besar 30 35

1.4Petemakan 9 9

1.5 Kehutanan 15 16

1.6 Perikanan 12 12

2 Pertambangan & Penggalian:
2.1 Migas 5 5

2.2 Non Migas 49 51

3 Industri Pengolahan 606 613

4 Listrik, Gas & Air 5 5

5 Bangunan/Kontruksi 435 446

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 6.681 6.801

7 Angkutan & Komunikasi 130 142

8 Bank & Lembaga Keuangan Laiimya 35 35

9 Sewa Rumah 82 83

10 Pemerintahan - -

11 Jasa-iasa 844 875

Jumlah 8.948 9.141

Sumber: KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, 2011

Berdasarkan data pada tabel 6. di atas secara umum

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu pada periode 2010

mengelompokan Wajib Pajak Badan menurut sektor usaha

sekitar 8.948 Wajib Pajak Badan sedangkan pada tahun

2011 naik menjadi 9.141 Wajib Pajak Badan. Sehubungan
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dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya, selumh

Wajib Pajak Badan yang telah dikelompokan menurut

sektor usahanya akan dimonitor dan diberikan layanan

konsultasi oleh 4 seksi Pengawasan dan Konsultasi. Tugas

monitoring dan pemberian pelayanan konsultasi tersebut

secara oprasional diemban oleh 38 orang Account

Representative, yang pembagiannya berdasarkan pada

letak geografis (teritorial) sebagaimana tergambar pada

peta mapping (pemetaan) di wilayah keija KPP Pratama

Jakarta Sawah Besar Satu.

Dari basil tindak lanjut mapping (pemetaan) Accoimt

Representative akan mengklasirikasikan 1.000 Wajib

Pajak Badan terbesar penentu penerimaan Pajak yang akan

dibuat profile Wajib Pajak Badaimya pada periode 2010,

dan imtuk periode 2011 akan mengklasifikasikan l.SOO

Wajib Pajak Badan terbesar penentu penerimaan Pajak

yang akan dibuat profile Wajib Pajak Badannya, yang di

maksud Wajib Pajak terbesar penentu penerimaan pajak

adalah Wajib Pajak Badan yang memberikan kontribusi

terbesar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP

Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

4.1.4.3. Proses Pembuatanprofile Wajib Pajak Badan

Setelah dilakukan tindak lanjut mapping maka para

Account Representative akan membuat profile Wajib Pajak

Badan. Proses pembuatan profile Wajib Pajak Badan yang
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dilaksanakan oleh Account Representative di KPP Pratama

Jakarta Sawah Besar Satu akan bermuara ke penerimaan dan

perbaikan administrasi. Profile Wajib Pajak antara lain

memuat;

A. Data Permanen, Seperti:

1. Identitas Wajib Pajak: Nama, NPWP, Tanggal

Terdaftar/SKT, Contact Person (Wajib Pajak Badan),

Tanggal Pengukuhan Pengusha Kena Pajak, Jenis

Usaha/KLU, Merk Usaha, Nomor dan tanggal SIUP,

Status Tunggal/Pusat/Cabang, Alamat Pusat, Alamat

Cabang, Denah Lokasi, Nomor Telepon/Fax//n/7e/

Email, Akte Pendirian/ Perubahan;

2. Kewajiban Perpajakan (PPh Badan, Pasal

21/22/23/26, PPN dan lainnya);

3. Struktur Organisasi dan Struktur Permodalan;

4. Pengurus, Komisaris dan Pemegang saham;

5. Status modal: BUMN/BUMD /Swasta Lainnya

6. Nomor Rekening Koran Bank (jika ada);

7. Surat persetujuan Menteri Keuangan untuk

pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang asing;

8. Fasilitas Perpajakan (misalnya persetujuan sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No.l Tahun 2007,

Kemudahan Impor untuk tujuan Ekspor (KITE),

Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB);
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9. Pohon Kepemilikan/Hubungan Istimewa, Kegiatan

Usaha dan Flow Chart;

10. Data Kapasitas produksi. Proses Produksi,

in/7i///bahan baku, Outputhxd&W produksi, Tenaga

Keija, Supplier utama, dan Customer utama.

B. Data Akumulatif, seperti:

1. Data Ekonomi: Rekap Laporan Rugi Laba, Rekap

Neraca, RKAP (Rencana Keija Anggaran Perusahaan),

Perkembangan Produksi.

2. Data Pelaporan SPT dan Lampirannya serta hasil

pemeriksaan.

3. Kewajiban Perpajakan sejak tahun: Pelaporan,

Pembayaran, Ketetapan, Restitusi, Tunggakan,

Keberatan/Banding, Pemeriksaan, Tindakan Penagihan

Aktif dan data Pemotongan dan pemungutan.

4. Data lawan transaksi/pihak ketiga, seperti supplier,

customer, pihak-pihak yang mempunyai hubungan

istimewa, pemotong/pemungut, kreditur, debitur,

transaksi hubungan istimewa.

C. Data Laiannya:

1. Data Internal

Data yang diperoleh dari database perpajakan

(misalnya SPT dan Lampirannya serta hasil

pemeriksaan)

2. DataEkstemal
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Data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain, balk

dari KPP lainnya maupun dari pihak ketiga, misalnya

otoritas pengawas, media massa, internet dan lawan

transaksi.

Cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data

dan informasi yang diperlukan untuk membuat profile Wajib

Pajak Badan adalah sebagai berikut;

1. Download data dari sistem informasi DJP (Direktorat

Jenderal Pajak) untuk mengumpulkan semua data tentang

Wajib Pajak tersebut;

2. Mengumpulkan data dari berkas Wajib Pajak;

3. Mengumpulkan data dari KPP lain;

4. Mengumpulkan data dari otoritas pengawas (misalnya data

Wajib Pajak BUMN yang diperiksa BPKP, data

Perusahaan Go Public ke BEJ);

5. Observasi (misalnya Visitation);

6. Kuesioner;

7. Wawancara (misalnya Konseling, Industrial Partnership);

8. Explorasi data sekunder;

9. Keijasama dengan pihak lain.

4.1.5. Analisa Profile Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah

Besar Satu

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak khususnya Pajak

Penghasilan Badan, tidak lepas dari sumber daya manusia berupa
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Account Representative. Account Representative dituntut untuk dapat

menguasai dan menganalisa Wajib Pajak yang berada dalam

pengawasannya, baik penguasaan bisnis pokok, bisnis usaha Wajib

Pajak, bisnis sampingan serta peraturan perpajakan yang berkaitan

dengan bidang usaha Wajib Pajak yang bersangkutan.

Account Representative akan melakukan evaluasi/analisis

perpajakan Wajib Pajak per tahun pajak yaitu dengan menganalisis

profile perpajakan Wajib Pajak per tahun pajak dengan melakukan

analisis benchmarking yang berguna untuk memahami kinega suatu

industri, membandingkan kineija penisahaan (Wajib Pajak) dengan

benchmark-nysL (patokannya), melakukan komparasi dengan tahun-

tahun lainnya, membantu dalam menentukan tingkat rasio

ketidakpatuhan Wajib Pajak. Penetapan rasio total benchmarking akan

ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Rasio kineija operasional yang menjadi benchmark (patokan)

salah satunya adalah Corporate Tax To Turn Over Ratio (CTTOR),

Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar pajak,

khusunya PPh (Pajak Penghasilan) dari setiap rupiah penjualan. Nilai

CTTOR menunjukkan besamya PPh yang terutang dalam suatu tahun

relatif terhadap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Makin

besar CTTOR menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan

perusahaan yang digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan.

Karena data hasil analisa profile Wajib Pajak Badan rahasia

maka penulis menggunakan perusahaan fiktif sebagai contoh kasus

menilai rasio kineija operasional. Berikut ini contoh kasus menilai
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rasio kineija operasional dengan menggunkan Corporate Tax To Turn

Over Ratio (CTTOR):

NamaWP Badan
Standar CTTOR

(benchmarking)
CTTOR SelisishNegatif

*PT Medan 2.02% 0.09% -1.93%

*PTBali 2.02% 0.24% -1.79%

Ceterangan;
* Peiusahaan fiktif

Ada indikasi PT Medan dan FT Bali Pajak Penghasilan terutang

masih kurang dibandingkan dengan standar rata-rata berdasarkan

usaha yang sejenis, seukuran dan yang seumur.

Setelah dilakukan analisis atas profile Wajib Pajak dilakukan

penggalian potensi terhadap Wajib Pajak tersebut dalam setiap tahun

pajak yang antara lain mencakup;

1. Melakukan pengujian data pennanen, data akumulatif dan data

lainnya;

2. Melakukan penelitian kembali basil pengujian atas data pennanen

dalam profile Wajib Pajak Badan sesuai data dan infonnasi terkait

dengan Wajib Pajak dari berbagai pihak;

3. Melakukan penggalian potensi pajak dari Wajib Pajak itu sendiri;

4. Melakukan penggalian potensi pajak dari pengurus, komisaris dan

pemilik;

5. Melakukan penggalian potensi dari pihak-pihak yang terkait

dengan kegiatan usaha tersebut seperti: supplier, rekanan,

customer, kreditur, debitur, transaksi hubungan istimewa;

6. Melakukan penggalian potensi pajak dari data silang dan pihak

ketiga;
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7. Menghitung tax gap masing-masing Wajib Pajak, yaitu selisih

antara potensi PPh (Pajak Penghasilan) dengan pajak yang sudah

direalisasikan oleh Wajib Pajak bersangkutan;

8. Melakukan analisis SPT (Surat Pemberitahuan Tenitang) untuk

mendeteksi ketidakwajaran dalam pelaporan SPT.

Setelah dilakukan penggalian potensi perpajakan, selanjutnya

Account Representative akan melakukan beberapa langkah tindak

lanjut atas profile Wajib Pajak Badan, yang hams dilakukan adalah

sebagai berikut:

1. Menyempumakan profile Wajib Pajak sesuai data terbam atau data

terkini untuk menentukan kewajaran omzet/ output dari kegiatan

usaha Wajib Pajak;

2. Menginventarisir perbedaan data dan informasi antara SPT dengan

profile Wajib Pajak, serta menghitung besamya potensi pajak;

3. Menentukan Wajib Pajak yang akan dihimbau;

4. Menetapkan jumlah surat himbauan pembetulan SPT berbasis

profile Wajib Pajak Badan yang akan diterbitkan dan dikirim

kepada Wajib Pajak;

5. Mengirimkan surat konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan

pembetulan SPT kepada Wajib Pajak;

6. Membuat administrasi pengawasan atas surat himbauan yang telah

dikirimkan dan himbauan SPT yang disampaikan Wajib Pajak;

7. Bila dipandang perlu atas permintaan Wajib Pajak dapat dilakukan

konseling, yaitu Wajib Pajak melakukan klarifikasi terhadap data
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yang tecantum dalam surat himbauan secara langsung kepada

petugas pajak.

Account Representative akan melakukan analisa terhadapprofile

Wajib Pajak Badan, sehingga dapat diketahui potensi perpajakan dari

masing-masing Wajib Pajak Badan dan dapat diketahui pula tax gap

masing-masing dari Wajib Pajak Badan. Setalah itu dilakukan tindak

lanjut atas basil analisa profile Wajib Pajak dengan menerbitkan suiat

himbauan pembetulan SPT berbasisprofile Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan data administrasi yang ada di KPP Pratama Jakarta

Sawah Besar Satu, berikut ini penulis sajikan data jumlah penerbitan

surat himbauan pembetulan SPT berbasis profile Wajib Pajak Badan

yang telah dilakukan oleh Account Representative.

Tabel 7.

Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT Berbasis Profile Wajib Pajak Badan
Periode Januari 2010-Desember 2011

Periode 2010

Jumlah Penerbitan Surat

Himbauan Pembetulan

SPT

Periode

2010

Jumlah Penerbitan Surat

Himbauan Pembetulan

SPT

Januari 24 Januari 37

Februari 39 Febmari 56

Maret 28 Maret 78

April 48 April 98

Mei 33 Mei 74

Juni 45 Juni 54

Juli 43 Juli 66

Agustus 33 Agustus 77

September 38 September 57

Oktober 44 Oktober 52

November 53 November 37

Desember 42 Desember 78

Jumlah 470 Jumlah 764

Dari tabel 7. di atas jumlah surat himbauan yang diterbitkan atas

tindak lanjut analisa profile Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan
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oleh Account Representative untuk periode Janiiari hingga Desember

2010, tercatat ada 470 Wajib Pajak Badan yang telah dianalisa profile

Wajib Pajak Badannya dan telah diberikan surat himbauan berbasis

profile Wajib Pajak Badannya, namun hanya 101 Wajib Pajak yang

melunasi kewajiban perpajakannya, sedangkan 278 Wajib Pajak

Badan belura melunasi kewajiban perpajaknnya, dan sisanya 91 Wajib

Pajak Badan tidak mengakui perhitungan f\%\x&IAccount

Representative dan belum melunasi kewajiban perpajaknnya

(perincian secara lengkap dapat dilihat di lampiran 9.).

Sedangkan pada periode Januari hingga Desember 2011, tercatat

ada 764 Wajib Pajak Badan yang dianalisa profile Wajib Pajak

Badannya dan telah diberikan surat himbauan berbasis profile Wajib

Pajak Badan, akan tetapi hanya 361 Wajib Pajak Badan yang melunasi

kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembetulan SPT

berbasis profile Wajib Pajak Badan, sedangkan 267 Wajib Pajak

Badan belum melunasi kewajiban perpajakannya, dan sisanya 136

Wajib Pajak Badan tidak mengakui perhitungan fis\x&IAccount

Representative (perinciannya dapat dilihat pada lampiran 9.).

Dari beberapa profile Wajib Pajak Badan yang telah dianalisa

oleh Account representative, temyata masih banyak Wajib Pajak

Badan yang hams membetulkan SPT Pajak Penghasilan, dapat ditarik

suatu kesimpulan bahwa selama ini masih terdapat Wajib Pajak Badan

yang melaporkan SPT-nya belum baik dan benar, terlepas dari unsur

sengaja atau tidak, kenyataanya masih banyak SPT Wajib Pajak

Badan yang hams dibetulkan.
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4.1.6. Deskripsi Data Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada penelitian ini adalah berupa variabel

independen (bebas) yang meliputi pembuatan dan analisa profile

Wajib Pajak Badan serta variabel terikat yaitu penerimaan Pajak

Penghasilan Badan periode Januari 2010 hingga Desember 2011 di

KPP Pratama Jakarta Savs^ Besar Satu.

4.1.6.1. Deskripsi Data Variabel X| (Pembuatan Profile Wajib Pajak

Badan)

Dengan adanya pembuatan profile Wajib Pajak, maka

para Account Representative dapat lebih mengenal Wajib

Pajak yang terda^ di unit keijanya dan dapat memonitor

perkembangan usaha Wajib Pajak yang bersangkutan

sehingga dapat diketahui potensi penerimaan dari Wajib

Pajak yang telah dibuatprofile Wajib Pajak Badannya.

Dengan adanya pengawasan melalui pembuatan profile

Wajib Pajak Badan maka akan meningkatkan kepatuhan

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,

salah satunya adalah Wajib Pajak Badan membetulkan SPT

dengan kemauan sendiri. Wajib Pajak masih berhak untuk

melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri, dengan

syarat belum mulai dilakukan pengiriman surat himbauan

pembetulan SPT berbasis profile Wajib Pajak Badan dan

tindakan pemeriksaan.

Pembetulan SPT atas kemauan sendiri ini akan

memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak
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Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar

satu. Berikut ini adalah data realisasi pembetulan SPT atas

kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat profile

Wajib Pajak Badannya.

Tabel 8.

Realisasi Pembetulan SPT atas Kemauan Sendiri dari Wajib Pajak
telah dibuat Profile Wajib Pajak Badan

Periode Realisasi Penerimaan Realisasi Pembetulan SPT Kontribusi

2010 PPhPasai 25/29 Badan atas Kemauan Sendiri %

Januari 5.820.982.288 - 0,00

Februari 6.789.901.665 593.027.883 8,73

Maret 5.663.358.335 2.773.704.907 48,98

AprU 11.967.070.741 1.479.738.308 12,37

Mei 6.107.956.560 43.707.003 0,72

Juni 7.871.623.872 283.544.729 3,60

Juli 7.553.576.330 242.933.531 3,22

Agustus 6.722.019.406 82.792.808 1.23

September 7.537.720.396 217.159.098 2,88

Oktober 6.232.003.211 694.634.323 11,15

November 7.281.920.928 276.071.329 3,79

Desember 9.282.583.440 2.510.929.405 27,05

Jumlah 88.830.717.172 9.198.243.324 10,35

Periode Realisasi Penerimaan Realisasi Pembetulan SPT Kontribusi

2011 PPhPasal 25/29 Badan atas Kemauan Sendiri %

Januari 6.487.851.312 - 0,00

Februari 9.389.612.523 - 0,00

Maret 9.986.290.274 i.205.575.663 12,07

April 23.225.005.685 2.467.159.910 10,62

Mei 8.120.060.565 754.968.845 9,30

Juni 7.768.411.206 980.456.050 12,62

Juli 7.853.031.139 1.096.697.175 13,97

Agustus 7.159.010.729 703.802.328 9,83

September 9.297.021.002 925.848.000 9,96

Oktober 8.977.946.597 116.084.085 1,29
November 7.589.798.409 171.939.237 2,27

Desember 15.201.401.063 1.813.305.938 11,93

Jumlah 121.055.440.504 10.235.837.231 8,46

Sumber: KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, 2011 (data diolah)

Berdasarkan tabel 8. di atas pada periode Februari

hingga Desember 2010, nampak bahwa Wajib Pajak yang

telah dibuat profile Wajib Pajak Badannya mulai melakukan

pembetulan SPT atas kemauan sendiri, sedangkan pada
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periode 2011 Wajib Pajak Badan mulai melakukan

pembetulan SPT atas kemauan sendiri pada periode Maret

hingga Desember 2011.

Pada periode 2010 realisasi penerimaan pembetulan

SPT atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat

profile Wajib Pajak Badannya memberikan kontribusi

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar

10,35%, sedangkan pada periode 2011 kontribusi terhadap

penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 8,46%.

Jika Account Representative tidak melakukan

pengawasan melalui pembuatan profile Wajib Pajak Badan

maka potensi penerimaan tersebut akan hilang, tercatat di

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, penerimaan Pajak

Penghasilan Badan dari Wajib Pajak yang melakukan

pembetulan SPT atas kemauan sendiri yang telah dibuat

profile Wajib Pajak Badannya sebesar Rp 9.198.243.324

pada periode 2010, sedangkan pada periode 2011 sebesar Rp

10.235.837.231.

Dengan melihat data dan fakta dari pembetulan SPT

atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat

profile Wajib Pajak Badannya tersebut, temyata masih

terdapat Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban

perpajakannya dengan baik dan benar, yaitu baik dan benar

dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan
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ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan,

dan sesuai dengan keadaan yang sebenamya.

4.1.6.2. Deskripsi Data Variabel X2 (Analisa Profile Wajib Pajak

Badan)

Setelah Account Representative menganalisa profile

Wajib Pajak Badan dengan menghitung tax gap dari masing-

masing Wajib Pajak Badan tersebut dan mengetahui potensi

perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak Badan lebih besar dari

pada pajak yang sudah direalisasikan, maka Account

Representative akan melakukan tindak lanjut atas hasil

analisa profile Wajib Pajak Badan dengan menerbitkan surat

himbauan untuk membetulkan SPT berbasis profile Wajib

Pajak Badan.

Pembetulan SPT yang dimaksud adalah pembetulan

SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan surat

himbauan berbasis profile Wajib Pajak yang telah dibuat oleh

Account Representative atas tindak lanjut analisa profile

Wajib Pajak Badan dan bukan pembetulan SPT atas kemauan

sendiri.

Pelunasan dari surat himbauan pembetulan SPT

berbasis profile Wajib Pajak Badan atas tindak lanjut analisa

profile Wajib Pajak Badan ini akan memberikan kontribusi

terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Kontribusi tersebut

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 9.

Kontribusi dari Hasil Pembetulan SPT Berbasis Profile
Wajib Pajak Badan terhadap PPh Badan

Penerimaan dari Hasil

Periode RealisasI Penerimaan Pembetulan SPT Kontribusi

2010 PPh Pasal 25/29 Badan Berbasis Profile Wajib
Pajak Badan

(%)

Januari 5.820.982.288 . 0.00

Februari 6.789.901.665 - 0.00

Maret 5.663.358.335 - 0,00
April 11.967.070.741 201.529.933 1,68

Mei 6.107.956.560 1.440.189.124 23,58
Juni 7.871.623.872 502.280.365 6.38

Juli 7.553.576.330 15.452.235 0.20

Agustus 6.722.019.406 852.800.122 12.69

September 7.537.720.396 2.377.156.101 31,54

Oktober 6.232.003.211 96.012.101 1.54

November 7.281.920.928 933.554.205 12,82

Desember 9.282.583.440 1.045.576.988 11,26
Jumlah 88.830.717.172 7.464.551.174 8,40

Periode Realisasi Penerimaan Penerimaan dari Hasil Kontribusi
2011 PPh Pasal 25/29 Badan Pembetulan SPT (%)

Januari 6.487.851.312 - 0,00

Februari 9.389.612.523 - 0,00
Maret 9.986.290.274 10.460.210 0.10

April 23.225.005.685 4.520.261.348 17.92

Mei 8.120.060.565 238.224.525 2.93
Juni 7.768.411.206 91.901.624 0,99
Juli 7.853.031.139 196.682.800 2.50
Agustus 7.159.010.729 277.425.766 2.95

September 9.297.021.002 182.440.189 2.35
Oktober 8.977.946.597 118.876.911 1.32

November 7.589.798.409 2.464.038.691 37,39
Desember 15.201.401.063 1.103.445.968 7.26
Jumlah 121.055.440.504 9.203.758.032 7.60
Sumber: KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satii, 2011 (data diolah)

Berdasarkan tabel 9. di atas selama periode Januari

hingga Maret 2010 nampak bahwa Wajib Pajak Badan belum

memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan

pembetulan SPT berbasis profile Wajib Pajak Badan, Wajib

Pajak Badan mulai memenuhi kewajiban perpajakannya pada

periode April hingga Desember 2010. Sedangkan pada
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periode 2011 Wajib Pajak Badan mulai memenuhi keAvajiban

perpajakannya pada periode Maret hingga Desember 2011.

Pada periode 2010 pelunasan dari surat himbauan

pembetulan SPT berbasis profile Wajib Pajak Badan

memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak

Penghasilan Badan sebesar 8,40%. Sedangkan pada periode

2011 kontribusi dari pelunasan surat himbauan SPT berbasis

profile Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak

Penghasilan Badan adalah sebesar 7,60%. Kontribusi tersebut

memang sangat kecil sekali, akan tetapi berapa pun besar

kontribusi dari hasil pembetulan SPT atas tindak lanjut

analisa profile Wajib Pajak Badan tetap memberikan

tambahan bagi total realisasi penerimaan Pajak Penghasilan

Badan pada KPP Partama Jakarta Sawah Besar Satu.

Dari hasil analisa profile Wajib Pajak Badan temyata

SPT yang dilaporkan Wajib Pajak Badan masih memiliki

potensi yang sebenamya masih dapat digali kembali oleh

fiskus//4ccoz/n/ representative, sehingga dapat menambah

penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama

Jakarta Sawah Besar Satu.

4.1.6.3. Deskripsi Data Variabel Y (Penerimaan Pajak Penghasilan

Badan)

Salah satu ciri khas dari KPP modem adalah adanya

Account Representative yang mempunyai tugas dan

wewenang pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak
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dengan melakukan pembuatan dan analisa profile Wajib

Pajak Badan, yang diharapkan membawa perubahaaan positif

dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada

akhimya akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan

Badan. Untuk mengetahui sejauh mana peran Account

Representative dalam meningkatkan penerimaan Pajak

Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar

Satu dapat dilihat pada tabel 10. di bawah ini:

label 10.

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Periode 2010 Januari - Desember 2011

Periode

2010

Target PPh 25/29
Badan

Realisasi PPh 25/29

Badan

Efektlvitas

(%)
Januari 3.915.340.411 5.820.982.288 148,67

Februari 6.849.983.550 6.789.901.665 99,12

Maret 9.389.864.834 5.663.358.335 60,31

April 16.987.806.749 11.967.070.741 70.45

Mei 3.593.080.664 6.107.956.560 169,99

Juni 7.884.312.195 7.871.623.872 99,84
Juli 5.985.791.089 7.553.576.330 126,19

Agustus 6.305.862.531 6.722.019.406 106,60

September 6.544.699.638 7.537.720.396 115,17

Oktober 9.721.064.294 6.232.003.211 64,11

November 5.882.397.312 7.281.920.928 123,79
Desember 11.209.356.746 9.282.583.440 82,81
Jiunlah 94.269.560.013 88.830.717.172 94,23

Periode

2011

Target PPh 25/29
Badan

Realisasi PPh 25/29

Badan

Efektivitas

(%)
Januari 5.415.871.253 6.487.851.312 119,79
Februari 7.421.008.453 9.389.612.523 126,53
Maret 13.312.864.810 9.986.290.274 75,01
April 60.246.503.241 23.225.005.685 38.55
Mei 8.379.396.306 8.120.060.565 96,91
Juni 7.871.453.766 7.768.411.206 98,69
Juli 5.935.920.018 7.853.031.139 132,30
Agustus 7.446.840.592 7.159.010.729 96,13
September 8.569.051.108 9.297.021.002 108,50
Oktober 7.970.808.335 8.977.946.597 112,64
November 9.988.560.012 7.589.798.409 75,98
Desember 25.098.347.728 15.201.401.063 60,57
Jumlah 167.656.625.622 121.055.440.504 72,20
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Dari tabel 10. dapat dilihat perbandingan target dan

realisasi penerimaan pajak yang terdapat di KPP Pratama

Jakarta Sawah Besar Satu periode Januari 2010 hingga

Desember 2011 tampak bahwa realisasi penerimaan pada

periode 2010 hingga periode 2011 belum mencapai target

penerimaan yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi

penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang diterima KPP

Pratama Jakarta Sawah Besar Satu pada periode 2010 yaitu,

sebesar Rp 88.830.717.172 dari target penerimaan sebesar

Rp 94.269.560.013 atau mencapai 94,23%. Sedangkan pada

periode 2011 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan

sebesar Rp 121.055.440.504 dari target penerimaan sebesar

Rp 121.055.440.504 atau mencapai 72,20%. Namun realisasi

penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada periode 2011 naik

sebesar Rp 32.224.723.332 dari periode 2010, dengan tingkat

pertumbuhan sebesar 0,36 atau 36%.

Peningkatan realisasi penerimaan pajak Penghasilan

Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu dapat

disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak

Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar

Satu, yaitu pada periode 2010 sebanyak 8.849 Wajib Pajak

Badan dan pada periode 2011 meningkat sebanyak 9.141

Wajib Pajak Badan. Selain itu, meningkatnya realisasi

penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama

Jakarta Sawah Besar Satu didukung oleh pengawasan
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kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan pembuatan profile

Wajib Pajak Badan serta didukung oleh analisa profile Wajib

Pajak Badan sehingga Account representative dapat menggali

potensi pajak dari Wajib Pajak Badan tersebut. Hasil

pembetulan SPT atas tindak lanjut analisa profile Wajib

Pajak Badan juga memberikan kontribusi terhadap

penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 8,40% pada

periode 2010, sedangkan pada periode 2011 sebesar 7,60%.

Sedangkan hasil pembetulan SPT atas kemauan sendiri dari

Wajib Pajak Badan yang telah dibuat profile Wajib Pajak

Badannya memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak

Penghasilan Badan sebesar 10,35%, sedangkan pada periode

2011 sebesar 8,46%

Berdasarkan data-data yang telah dianalisis, hal ini bisa

menggambarkan kegiatan pembuatan dan analisa profile

Wajib Pajak Badan yang dilakukan account representative

telah memberikan peranan yang positif dalam rangka

meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP

Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Berdasarkan data dan informasi yang penulis peroleh

dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu tidak

tercapainya realisasi penerimaan dikarenakan adanya

fenomena ketidakwajaran dari pelaporan SPT (Surat

Pemberitahuan Terutang) Wajib Pajak Badan seperti

rekayasa memperbesar harga pokok penjualan dan biaya-
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biaya untuk memperkecil PPh terutang sehingga teijadi

penurunan angsuran PPh Pasal 25 Badan serta banyak Wajib

Pajak yang tidak melaporkan kekayaannya ke dalam SPT

sehingga potensi pajak yang belum dilaporkan masih misteri

atau ada indikasi masih kurang bayar pajak.

Hal itu menunjukkan bahwa selama ini Wajib Pajak

belnm sepenuhnya melaporkan SPT sesuai dengan keadaan

yang sebenamya, hal ini menjadi sinyal bagi fiskus

khususnya Account Representative ke depannya, untuk terns

melakukan penelitian dan analisa SPT PPh berbasis profile

Wajib Pajak Badan, dengan terus menganalisa data-data yang

terdapat di dalam profile Wajib Pajak Badan seperti laporan

keuangan, data permanen, data akumulatif dan data lainnya,

serta melakukan tindak lanjut atas profile Wajib Pajak Badan

dengan penerbitan surat himbauan sampai usulan

pemeriksaan. Account Representative diberikan wewenang

untuk mengusulkan tindakan pemeriksaan khusus terhadap

Wajib Pajak Badan berdasarkan hasil analisa profile Wajib

Pajak Badannya tersebut.

Berikut ini penulis tampilkan tingkat pertumbuhan

target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan

pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk periode

Januari 2010 hingga Desember 201 Idisajikan dalam tabel 11.

Berikut ini;
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label 11.

Pertumbuhan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Periode Januari 2010 - Desember 2011

Periode

2008

Target PPh 25/29
Badan

Pertumbuhan

%

Realisasi PPh

25/29 Badan

Pertumbuhan

%

Januari 3.915.340.411 0.00 5.820.982.288 0,00

Februari 6.849.983.550 74,95 6.789.901.665 16,65

Maret 9.389.864.834 37,08 5.663.358.335 -16,59

April 16.987.806.749 80,92 11.967.070.741 111,31

Mei 3.593.080.664 -78,85 6.107.956.560 -48,96

Juni 7.884.312.195 119,43 7.871,623.872 28,87

Juli 5.985.791.089 -24,08 7.553.576.330 -4,04

Agustus 6.305.862.531 5,35 6.722.019.406 -11,01

September 6.544.699.638 3,79 7.537.720.396 12,13

Oktober 9.721.064.294 48,53 6.232.003.211 -17,32

November 5.882.397.312 -39,49 7.281.920.928 16,85

Desember 11.209.356.746 74,95 9.282.583.440 27,47

Periode

2011

Target PPh 25/29
Badan

Pertumbuhan

%

Realisasi PPh

25/29 Badan

Pertumbuhan

%

Januari 5.415.871.253 -7,93 6.487.851.312 -30,11

Februari 7.421.008.453 37,02 9.389.612.523 44,73

Maret 13.312.864.810 79,39 9.986.290.274 6,35

April 60.246.503.241 352,54 23.225.005.685 132,57

Mei 8.379.396.306 -86,09 8.120.060.565 -65,04

Juni 7.871.453.766 -6,06 7.768.411.206 -4,33

Juli 5.935.920.018 -24,59 7.853.031.139 1,09

Agustus 7.446.840.592 25,45 7.159.010.729 -8,84

September 8.569.051.108 15,07 9.297.021.002 29,86

Oktober 7.970.808.335 -6,98 8.977.946.597 -3.43

November 9.988.560.012 25,31 7.589.798.409 -15,46

Desember 25.098.347.728 151,27 15.201.401.063 100,29

Pertumbuhan Target dan Real!
Pada Periode 201

sasi PPh Badan

1

Periode
Target PPh Pasal

25/29 Badan

Pertumbuhan

%

Target PPh Pasal
25/29 Badan

Pertumbuhan

%

2010 94.269.560.013
78

88.830.717.172
36

2011 167.656.625.622 121.055.440.504

Sumber; KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, 2011 (data diolah)

Dari tabel 11. di atas dapat dilihat perbandingan

pertumbuhan target dan realisasi penerimaan Pajak

Penghasilan Badan yang terdapat pada KPP Pratama Jakarta

Sawah Besar Satu periode Januari 2010 hingga Desember

2011. Dari 24 periode pada tabel 11. tampak bahwa realisasi
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penerimaan fluktuatif, kadang cenderung naik, kadang

cenderung turun di beberapa periode.

Tingkat pertumbuhan dari realisasi penerimaan

tertinggi pada tahun 2010 terletak pada bulan April yaitu

sekitar 111,31% dan tingkat pertumbuhan penerimaan

terendah terletak pada Mei yaitu hanya sekitar -48,96%.

Sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhan penerimaan

tertinggi terletak pada bulan April sebesar 132,57% dengan

tingkat pjertumbuhan terendah terletak pada bulan Mei

sebesar -65,04%, Dapat dilihat juga target penerimaan Pajak

Penghasilan Badan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak pada periode 2011 meningkat sebesar Rp

73.387,065.609 dari periode 2010 dengan tingkat

pertumbuhan sebesar 0,78 atau 78%.

Perkembangan pertumbuhan penerimaan atas Pajak

Penghasilan Badan ditampilkan pula oleh penulis dengan

gambar 3. berikut ini:

Garabar 3,

Pertumbuhan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Periode Januari 2010 - Desember 2011
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Dari gambar 3. terlihat bahwa garfik pertumbuhan target serta

realisasi penerimaan pajak dari periode Januari 2010 hingga periode

Desember 2011 mengalami fluktuasi.

4.1.7. Analisis Statistik

Dalam menganalisis regresi pada penelitian ini dilakukan

dengan bantuan Statistical Product Service Solution (SPSS) versi 17.0

Berikut ini merupakan deskripsi statistik basil perhitungan dengan

menggunakan SPSS versi 17.0 untuk variabel-variabel yang diteliti

oleh penulis, yaitu pembuatan profile Wajib Pajak Badan sebagai

variabel independen (Xi) dan analisa profile Wajib Pajak Badan

sebagai Variabel independen (X2) serta penerimaan Pajak

Pennghasilan Badan sebagai variabel dependen (Y).

label 12.

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Penerimaan PPh Badan 24 5.663.358.335 23.225.005.685 8.745.256.569,83 3.732.565.235,928

Pembuatan Profile WP 24 0 2.773.704.907 809.753.356,46 847.367.463,368
Badan

Analisa Profile WP Badan 24 0 4.520.261.348 694.512.883,58 1.085.342.141,286

Valid N (listwise) 24

Berdasarkan tabel 12. di atas dapat diketahui realisasi

penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

mempunyai nilai minimum sebesar Rp 5.663.358.335 dengan nilai

maksimum Rp 23.225.005.685, rata-rata peningkatan penerimaan

pajak Penghasilan Badan dari 24 bulan sebesar Rp 8.745.256.569,83

dengan standar deviasi sebesar Rp 3.732.565.235,93. Pembuatan

profile Wajib Pajak Badan mempunyai nilai minimum sebesar Rp 0,
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dengan nilai maksimum Rp 2.773.704.907, rata-rata peningkatan

pembuatan profile Wajib Pajak dari 24 bulan sebesar

Rp 809.753.356,46 dengan standar deviasi Rp 847.367.463,37.

Sedangkan analisa profile Wajib Pajak Badan mempunyai nilai

minimum sebesar Rp 0 dengan nilai maksimum Rp 4.520.261.348,

rata-rata peningkatan analisa profile Wajib Pajak Badan

Rp 694.512.883,58 dengan standar deviasi Rp 1.085.342.141,29.

4.1.8. Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan koefisien regresi yang bersifat linier

terbaik dan tidak bias, maka penyimpan asumsi klasik harus dihindari,

maka itu sebelum membuat model regresinya harus dilakukan terlebih

dahulu pengujian asumsi klasik yang terdiri dari:

4.1.8.1. Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini digunakan variabel independen

lebih dari satu, yaitu pembuatan profile Wajib Pajak (Xj) dan

analisa profile Wajib Pajak Badan (X2), maka digunakan uji

multikolinearitas, dengan basil pengujian dapat ditampilkan

sebagai berikut:

Tabel 13.

Uji Multikolinearitas

Coefficient^

Model

Unstandardized

Coefficients
Standardized

Coefficients t Sig.

CoUinearity
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1  (Constant) 5994.222 767.897 7.806 .000

Pembuatan Profile WP Badan 1.788 .651 .406 2.747 .012 .944 1.059

Analisa Profile WP Badan 1.876 .508 .546 3.692 .001 .944 1.059

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan
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Berdasarkan tabel 13. dapat diketahui bahwa nilai

Variannce Inflation Faktor (VIF) untuk pembuatan profile

Wajib Pajak Badan (Xj) dan analisa profile Wajib Pajak

Badan (X2) adalah 1,059 < 10 atau nilai tolerance > 0.10

yaitu 1,059 >0,10 maka dapat disimpulkan tidak teijadi

masalah multikolinearitas pada model regresi ini.

Sehingga variabel independen satu dengan yang lain

dalam model regresi ini tidak saling berhubungan secara

sempuma.

4.1.8.2. Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini dilakukan uji asumsi

heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam sebuab

regresi teijadi ketidaksamaan varians dan residual dari suatu

pengamatan ke pengamatan yang tetap. Dan deteksi

heteroskedastisitas dapat dilihat pada garfik scatterplot

berikut ini:

Gambar 4.

Scatterplot

Dependent Variable: Penerlmaan PPh Badan

■ 1 0 1

Regression Studentbed Residual
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Berdasarkan gambar 4. grafik dapat dilihat tidak ada

pola yang jelas, titik-titik raenyebar di atas atau di bawah 0

pada sumbu Y, maka hal ini tidak teijadi heteroskedastisitas.

Namum dalam menentukan suatu model terbebas dari

masalah heteroskedastisitas atau tidak hanya dengan melihat

pada scatterplot dan dilihat apakah residualnya memiliki pola

tertentu atau tidak, maka caia tersebut menjadi fatal karena

pengambilan keputusan apakah suatu model terbebas dari

masalah heteroskedastisitas atau tidak hanya berpatok pada

pengamatan gambar saja dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan kebenaranya. Banyak metode

statistik yang dapat digunkan untuk menentukan apakah suatu

model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak,

seperti misalnya uji white, uji park, uji glejser, dan Iain-lain.

Maka, penulis melakukan uji glejser untuk melihat apakah

pada penelitian ini terdapat masalah heteroskedastisitas dapat

dilihat dalam tabel 14. berikut ini:

label 14.

Uji Glejser

Coefficients"

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardize
d

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1  (Constant) 1.648E-12 767.897 .000 1.000

Pembuatan Profile WP Badan .000 .651 .000 .000 1.000

Analisa Profile WP Badan .000 .508 .000 .000 1.000

a. Dependent Variable: Abs_res
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Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada

gangguan heteroskedastisitas yang teijadi dalam proses

estimasi parameter model penduga, dimana nilai signifikan

(sig) lebih besar dari 0,05. Jadi secara keseluruhan dapat

disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

4.1.8.3. UjiNormalitas

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan untuk

menguji apakah dalam model regresi dalam penelitan ini

variabel residualnya memiliki distribusi normal, pengujian

normalitas data dilakukan dengan melihat histogram residual

pada gambar berikut ini:

Gambar 5.

Histogram

I-

Dependent Variable: Penetlmaan PPh Badan

/
/

\

SU. Off. MXBK
N-»4

•3 -2 -t fl 1 2

RegnMion Standartllzed Residual

Jika dilihat dari gambar 5. di atas histogram residual

yang membentuk 'Lonceng', maka model ini memiliki

distribusi normal. Namun jika dilihat dari normal probability
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plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan

distribusi normal, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 6.

Normal P-P Plot of Regression Standardized
Residual

Dependent Variable: Penerimaan PPb Badan

0.8-

0.4-

0.0 0.4 0.6 O.B

Observed Cum Prob

Pada gambar 6. di atas dapat dilihat bahwa ploting data

residual membentuk garis diagonal sehingga penelitian ini

berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji statistik non-

parametik rasio skewness dan rasio kuartosis, berikut ini:

Tabel 15.

Rasio Skewness dan Rasio Kuartosis

Descriptive Statistics

N Skewness Kurtosis

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std Error

Unstandardized Residual 24 -.141 .472 -.280 .918

Valid N (listwise) 24

Rasio skewness adalah nilai skewness dibagi dengan

standard error skewness, sedang rasio kurtosis dibagi dengan

standard error kurtosis. Sebagai pedoman bila rasio kurtosis
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dan skewness berada di antara -2 hingga + 2, maka distribusi

adalah normal.

Melihat tabel 14. rasio skewnees (-0,141/0,472 =

-0,299) dan rasio kurtosis (-0,280/0,918 = -0,305). Karena

rasio skewness -0,299 dan kurtosis -0,305 berada di antara -2

hingga +2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data

adalah normal.

4.1.8.4. Uji Airtokorelasi

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam

sebuah model regresi ada kolerasi antara kesalahan

penggangu pada periode t dengan kesalahan pada t-1

sebelumnya. Dalam melakukan uji outokolerasi digunakan uji

Durbin-Watson (DW) statistik. Adapun hasil pengujian

ditampilkan {mda tabel berikut ini:

Tabel 16.

Uji Durbin-Watson (DW)
Model Stmmary/'

Model R R Square
Adjusted R
Square

Sid, Error of

the Esdmate

Durbin-

Watson

1 .753" .567 .526 2570.047 2.113

a. Predictors: (Constant), Anallsa Profile WP Badan, Pembuatan Profile WP Badan

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan

Dari tabel 16. di atas, diketahui bahwa nilai Durbin-

Waston (DW) adalah sebesar 2,113. Karena nilai DW sebesar

2,113 tersebut berada di antara 1,55 dan 2,45 (kriteria nilai

Durbin-Watson dapat dilihat di tabel 2. pada bab 3), maka
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dapat dikatakan tidak teijadi autokolerasi dan dapat ditulis

1,55 < DW < 2,45 atau 1,55 < 2,113 < 2,45.

Dengan demikian, model penelitian ini telah lolos dari

uji asumsi klsik di mana tidak terdapat masalah

multikolinearitas, heterokedastisitas, uji normalitas dan

autokolerasi.

4.1.9. Pengujian Hipotesis

Pengujian dilakukan untuk mengambil keputusan dari hipotesis

penelitian yang didapat dari rumusan masalah. Pada akhimya hasil

pengujian ini dapat menyimpulkan hasil dari penelitian yang

dilakukan. Rumusan hipotesis;

1. Untuk Uji F hipotesis yang digunakan adalah:

Hoi= Ditolak jika F hitung > F tabel, yang berati variabel

independen yang dipakai dalam model regresi memiliki

pengaruh secara simultan dan positif terhadap penerimaan

Pajak Penghasilan Badan.

Ho2 = Diterima jika F hitung < F tabel, yang berarti variabel

independen yang dipakai dalam model regresi tidak

memiliki pengaruh secara simultan dan positif terhadap

penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

2. Untuk Uji t hipotesis yang digunakan adalah:

Hoi = Ditolak jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, yang

berati variabel independen yang dipakai dalam model
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regresi memiliki pengaruh secara parsial dan positif

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Ho2 = Diterima -t tabel < t hitimg < t label, yang berarti variabel

independen yang dipakai dalam model regresi tidak

memiliki pengaruh secara parsial dan positif terhadap

penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model

persamaan analisis regresi linear berganda, yaitu hubimgan secara

linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel

dependen. Pengujian terdiri dari:

4.1.9.1. Uji Koefisien Determinasi

Koeflsien Determinasi diperlukan untuk mengukur

seberapa besar pengaruh peran Account Representative dalam

pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak Badan terhadap

penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hasil pengujian dapat

dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^) di bawah ini:

Tabel 17.

Uji Koefisien Determinasi (R^)
Model Summary''

Model R RSqmre 1^  \ Square
Std. Error of the

Estimate

1 .753° .56?! .526 29.03331

a. Predictors: (Constant), Analisa Profile WP Badan, Pembuatan Profile WP Badan

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS

versi 17.0 diketahui bahwa R square yang diperoleh 0,567

atau 56,7%, sedangkan adjusted r square yang diperoleh

adalah sebesar 0,526 atau 52,6% dalam penelitian ini
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menggunakan diia variabel independen (bebas) maka

koefisien determinasi yang digimakan adalah angka nilai

adjusted r square.

Nilai tersebut menjelaskan besaran persentase pengaruh

peran Account Representative dalam pembuatan dan analisa

profile Wajib Pajak Badan secara serentak sebesar 52,6%

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan sedangkan

sisa persentasenya, yaitu sebesar 47,4% dipengaruhi oleh

faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4.1.9.2. Pengujian Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah

variabel indpenden pembuatan profile Wajib Pajak Badan

(Xi) dan analisa profile Wajib Pajak Badan (X2) berpengaruh

secara signifikan atau positif terhadap variabel dependen

penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y).

Tabel 18.

Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)
anova''

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1  Regression 1.817E8 2 9.086E7 13.756 .000°

Residual 1.387E8 21 6605139.937

Total 3.204E8 23

a. Predictors; (Constant), Analisa Profile WP Badan, Pembuatan Profile WP Badan

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan

Nilai sebesar 13,756 pada kolom F merupakan nilai F

hitung yang didapat dari perhitungan regresi antara variabel

dependen dan veriabel independen. Kolom sig 0,00 < 0,05

menjelaskan bahwa secara bersama-sama pembuatan profile
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Wajib Pajak Badan dan analisa profile Wajib Pajak Badan

berpengamh positif terhadap variabel penerimaan Pajak

Penghasilan Badan.

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau

signifikansi sebesar 0,05. Dengan df 1 (jumlah variabel - 1)

atau 3-1=2, dan df 2 (n-k-1) atau 24-2-1=21 (n adalah

jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen),

maka didapat F tabel sebesar 3,467. Dengan demikian

F hitung > F tabel atau 13,756 > 3,467 maka dapat

disimpulkan ada pengaruh positif antara pembuatan profile

Wajib Pajak Badan dan analisa profile Wajib Pajak Badan

secara bersama-sama terhadap penerimaan Pajak Penghasilan

Badan. Dan hal ini menyatakan bahwa peran Account

Representative dalam pembuatan dan analisa profile Wajib

Pajak Badan berpengamh positif terhadap penerimaan Pajak

Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar

Satu.

4.1.9.3. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui ada tidaknya dari masing-masing

variabel independen dengan variabel dependen, maka

digunakan uji t. berikut ini penulis sajikan hasil perhitungan

uji t.
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label 19.

Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)
Coefficients"

Model

Unstandardized

Confidents
Standardized

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1  (Constant) 5994.222 767.897 7.806 .000

Pembuatan Profile WP Badan 1.788 .651 .406 2.747 .012

Analisa Profile WP Badan 1.876 .508 .546 3.692 .001

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan

1. Pengujian Koefisien Regresi Variabel Pembuatan Profile

Wajib Pajak Badan

Pengujian koefisien regresi variabel pembuatan

profile Wajib Pajak Badan menggunakan uji 2 (dua) sisi

dengan tingkat signifikansi a = 5% atau 0,05 : 2 = 0,025

dengan derajat kebebasan (df) 24 - 2 - 1 =21, maka

didapat t tabel sebesar 2,080. Uji dilakukan 2 (dua) sisi

karena ingin mengetahui signifikan atau tidaknya

koefisien regresi, dan bukan mencari 'lebih keciP atau

Mebih besar'.

Nilai t hitung dapat dilihat pada kolom t di tabel 19.

dengan nilai 2,747. Karena t hitung lebih besar dari pada t

tabel atau (2,747 > 2,080), maka Ho ditolak yang berarti

ada pengaruh positif antara peran Account Representative

dalam pembuatan profile Wajib Pajak Badan secara

parsial terhadap variabel dependen. Dengan tingkat

signifikansi 0,012 yang menjelaskan bahwa variabel

pembuatan profile Wajib Pajak Badan memiliki t hitung
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sebesar 2,747 yang berpengaruh positif terhadap

penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

2. Pengujian Koeflsien Regresi variabel Analisa Profile

Wajib Pajak Badan

Variabel analisa profile Wajib Pajak Badan setelah

dilaknkan perhitungan regresi memiliki nilai t hitung

sebesar 3,692 dengan tingkat signifikansi 0,001. Pengujian

koeflsien regresi menggunakan derajat kebebasan (df) 24

- 2 - 1 = 21 dan pengujian 2 (dua) sisi dengan tingkat

signifikansi a = 5% atau 0,05 : 2 = 0,025 maka didapat t

tabel sebesar 3,692. Nilai t hitung dapat dilihat pada tabel

19. di atas pada kolom t.

Karena t hitung lebih besar dari pada t tabel atau

(3,962 > 2,080), maka Ho ditolak, yang berarti variabel

analisa profile Wajib Pajak Badan secara parsial

berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan Pajak

Penghasilan Badan.

4.1.9.4. Hasil Analisis

Analisis regresi linear dilakukan guna mengetahui arah

hubungan variabel independen pembuatan profile Wajib

Pajak Badan dan analisa profile Wajib Pajak Badan terhadap

variabel dependen penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 20. di bawah ini:
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Tabel 20.

Hasil Analisis Data Regresi Linear Berganda

Mode!

Vnstan

Co^
\dardiied

Icients

Standardized

Coefficients t Sig.

B Sid. Error Beta

1  (Constant)

Pembuatan Profile WP Badan

Analisa Profile WP Badan

5994.222

1.788

1.876

767.897

.651

.508

.406

.546

7.806

2.747

3.692

.000

.012

.001

a Dq}endent Variable; Penerimaan PPh Badan

Dari hasil perhitungan analisis regresi di atas, dapat

diketahui nilai konstanta (a) sebesar 5994,222 dan nilai

koefisien regresi bi 1,788, serta koefisien regresi bz 1,876.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka dapat dibuat model

regresi dengan persamaan sebagai berikut:

y = a +biXi+b2X2

y = 5994,222 + 1,788 Xi+ 1,876 Xz

Keterangan;
Y  : Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
a  : Konstanta

bi bz : Koefisien Regresi
Xi : Pembuatan Profile Wajib Pajak Badan
Xz : Analisa Profile Wajib Pajak Badan
e  : error

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa

konstanta (a) sebesar 5994,222 yang menyatakan bahwa jika

tidak ada kenaikan tingkat pertumbuhan dari variabel

pembuatan profile Wajib Pajak Badan (X|) dan analisa

profile Wajib Pajak Badan (Xz), maka penerimaan Pajak

Penghasilan Badan sebesar Rp 5994,222 Juta.
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Koefisien regresi pada pembuatan profile Wajib Pajak

Badan adalah sebesar 1,788. Hal ini menyatakan bahwa

realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari basil pembetulan

SPT atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat

profile Wajib Pajak Badannya, akan meningkatkan

penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 1,788 Juta.

Koefisien regresi bemilai positif artinya teijadi hubimgan

positif antara peran Account Representative dalam pembuatan

profile Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak

Penghasilan Badan.

Koefisien regresi analisa profile Wajib Pajak Badan

adalah sebesar 1,879. Hal ini menyatakan bahwa setiap

pelunasan dari surat himbauan pembetulan SPT berbasis

profile Wajib Pajak Badan, maka akan meningkatkan

penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 1,879 Juta.

Koefisien regresi bemilai positif artinya teijadi hubungan

positif antara peran Account Representative dalam analisa

profile Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak

Penghasilan Badan.
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4.2. Pembahasan

4.2.1. Peran Account Representative dalam Pembuatan Profile Wajib Pajak

Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP

Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Untuk hipotesis yang diajukan terhadap Xi yaitu pembuatan

profile Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan

Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar

Satu. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan SPSS

versi 17.0 menggunakan model persamaan analisis regresi linier

berganda, Berdasarkan pengujian yang menggunakan uji t (uji parsial)

diperoleh kesimpulan hipotesis ditolak. Hal ini ditunjukan dengan

nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel. Nilai t hitung adalah sebesar

2,747. Setelah dilakukan perbandingan dengan nilai t tabel pada

n = 24 dengan derajat kebebasan (df) 24 - 2 - 1 = 21 dan taraf

kesalahan 5% yang mempunyai nilai sebesar 2,080 dengan nilai

signifikansi 0,012. Atas dasar basil pengujian tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa peran Account Representative dalam pembuatan

profile Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh positif terhadap

penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Koefisien regresi pada pembuatan profile Wajib Pajak Badan

adalah sebesar 1,788, hal ini menyatakan bahwa realisasi penerimaan

Pajak Penghasilan dari hasil pembetulan SPT atas kemauan sendiri

dari Wajib Pajak yang telah dibuat profile Wajib Pajak Badarmya,

maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan
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sebesar Rp 1,788 Juta, dan artinya jika pembuatan profile Wajib Pajak

Badan mengalami kenaikan 1% maka penerimaan Pajak Penghasilan

Badan akan mengalami peningkatan sebesar Rp 1,788 Juta. Koefisien

bemilai positif artinya teijadi penganih yang positif antara peran

Account Representative dalam pembuatan profile Wajib Pajak Badan

dengan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Dari basil pengujian tersebut artinya semakin optimal peran

Account Representative dalam pembuatan profile Wajib Pajak Badan,

maka semakin tinggi pula penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Karena dengan adanya data profile Wajib Pajak Badan, maka Account

Representative dapat lebih mengenal Wajib Pajak terdaflar di unit

keijanya dan memonitor sekaligus melakukan pengawasan terhadap

perkembangan usaha Wajib Pajak Badan yang bersangkutan sehingga

kegiatan-kegiatan dalam rangka pengamanan penerimaan Pajak

Penghasilan Badan dapat berjalan dengan baik, sehingga penerimaan

Pajak Penghasilan Badan tercapai i^da KPP Pratama Jakarta Sawah

Besar Satu.

Hasil pengujian tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang

penulis lakukan yaitu, menurut KPP Pratama Jakarta Sawah Besar

Satu (2011), apabila pembuatan data profile Wajib Pajak sudah benar

dijalankan secara maksimal, maka Wajib Pajak (1500 Wajib Pajak

Besar) dipastikan akan lebih maksimal dalam memenuhi kewajiaban

perpajakannya sehingga pada akhimya akan meningkatkan

penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Selain

itu perlu dilakukan sosialisasi serta pengawasan kepatuhan Wajib
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Pajak yang berkesinambungan agar Wajib Pajak dapat lebih mengenal

dan menyadari pentingnya arti pajak dalam kemajuan bangsa.

4.2.2. Peran Account Representative dalam Analisa Profile Wajib Pajak

Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP

Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Account Representative mempunyai tanggung jawab untuk

memberikan pelayanan seluruh jenis pajak secara langsung,

memberikan edukasi dan asistensi serta memastikan pemenuhan hak

dan kewajiban perpajakan, khususnya kepada Wajib Pajak yang

menjadi tanggung jawabnya. Mengingat begitu pentingnya tugas

Account Representative ini, maka sangat dituntut sekali untuk

menguasai dan menganalisa profile Wajib Pajak Badan yang berada

dalam pengawasannya, baik penguasaan bisnis pokok, bisnis usaha

Wajib Pajak yang bersangkutan.

Untuk dapat memiliki kemampuan analisa yang baik, diperlukan

pengetahuan khusus seperti akuntansinya harus mahir, mengenai ilmu

auditing, dan punya pengetahuan bisnis beragam. Dari basil analisa

Profile Wajib Pajak Badan tersebut selanjutnya dapat diterbitkan surat

himbauan pembetulan SPT berbasis profile Wajib Pajak Badan. Hal

tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi

Pengawasan dan Konsultasi IV (2011):

Account Representative sudah sepatutnya memiliki
kemampuan analisa yang baik mengenai data-data yang
ada di profile Wajib Pajak Badan, seperti SPT beserta
lampiran-lampirannya termasuk laporan keuangan, untuk
itu diperlukan pengetahuan khusus seperti akuntansinya
harus mahir, menguasai ilmu auditing, dan memiliki
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pengetahuan bisnis yang beragam, sehingga hasil analisa
tersebut selanjutnya dapat diterbitkan suiat himbauan
berbasis profile Wajib Pajak Badan kepada Wajib Pajak
Badan untuk membetulkan SPT-nya sehingga dapat
memberikan motivasi dan penyuluhan sosialisasi kepada
Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan uji t (uji

parsial) diperoleh kesimpulan hipotesis ditolak. Diketahui bahwa t

hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu (3,692 > 2,080), maka dari

pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Account

Representative dalam analisa profile Wajib Pajak Badan mempunyai

pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Dan

berdasarkan tabel 19. diketahui nilai signifikan untuk hipotesis analisa

profile Wajib Pajak Badan adalah 0,001 nilai tersebut dinyatakan

signifikansi karena pada level 5% (0,001 < a 0,05) maka Ho ditolak,

artinya analisa profile Wajib Pajak Badan berpengaruh positif

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Koefisien regresi analisa profile Wajib Pajak Badan adalah

sebesar 1,879, artinya jika analisa profile Wajib Pajak Badan

mengalami kenaikan 1% maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan

akan mengalami peningkatan sebesar Rp 1,879 Juta. Koefisien

bemilai positif artinya hipotesis yang diajukan terhadap X2 yaitu

analisa profile Wajib Pajak Badan teijadi pengaruh yang positif

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Dari hasil pengujian tersebut artinya semakin optimal peran

Account Representative dalam analisa profile Wajib Pajak Badan,

maka semakin tinggi pula penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
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Berdasarkan data yang ada pada KPP Pratama Jakarta Sawah

Besar Satu, dari hasil analisaprofile Wajib Pajak Badan yang telah di

dilakukan oleh Account representative masih banyak Wajib Pajak

yang melaporkan SPT-nya belum balk dan benar. Apabila dalam

penelitian terhadap profile Wajib Pajak Badan tersebut memang

terbukti Wajib Pajak secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban

perpajaknnya dengan tidak benar dan tidak merespon surat himbauan

pembetulan SPT, maka Account Representative diberikan wewenang

untnk mengusulkan tindakan pemeriksaan khusus terhadap Wajib

Pajak Badan berdasarkan hasil analisa profile Wajib Pajak Badannya

tersebut.

Hal tersebut merupakan pembelajaran bagi fiskus khususnya

Account Representative di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

untuk meningkatkan fiingsi pembinaan meliputi kunjimgan ke lokasi

usaha Wajib Pajak Badan, dan melakukan penyuluhan/sosialisasi

peraturan perpajakan di lokasi usaha atau domisili Wajib Pajak Badan,

serta meningkatkan fungsi pengawasan Wajib Pajak terhadap 1.500

Wajib Pajak Badan terbesar penentu penerimaan pajak. Selama ini

kegiatan pengawasan yang sudah dilakukan oleh para Account

Representative untuk meningkatkan kej^tuhan Wajib Pajak adalah

dengan menerbitkan surat himbauan berbasis profile Wajib Pajak

Badan.
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4.2.3. Peran Account Representative dalam Pembuatan dan Analisa profile

Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan,

pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan

penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk mengimplementasikan

tujuan tersebut, maka dibentuk Account Representative yang bertugas

memiliki prioritas untuk memberikan pelayanan prima sekaligus

pengawasan intensif terhadap Wajib Pajak, Account Representative

sebagai perantara antara Kantor Pelayanan Pajak dengan Wajib Pajak

yang bertanggung jawab memberikan informasi perpajakan serta

konsultasi teknis kepada setiap Wajib Pajak. Dengan adanya Account

Representative diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak

Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Account Representative memlilki kewenangan melakukan

analisis terhadap data yang disajikan di dalam SPT maupun data yang

disajikan dalam profile Wajib Pajak, termasuk iampirannya seperti

daftar harta, laporan keuangan, neraca, dan daftar penyusutan.

Analisis yang dilakukan Account Representative secara objektif dan

profesional. Analisis ini tidak hanya bertujuan menguji keimtuhan,

tetapi sekaligus untuk mengetahui kewajaran suatu bisnis dijalankan.

Para Account Representaive diharuskan mengetahui seluk beluk

dari setiap Wajib Pajak mulai dari status, penghasilan, jenis usaha

sampai dengan modus operandi yang digunakan dalam menghindari
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pajak. Kenyataan yang teijadi di lapangan saat ini adalah Account

Representaive menghadapi berbagai halangan salah satunya yaitu,

tingkat kepatuhannya masih rendah. Dengan melihat data dan fakta

yang ada pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, temyata masih

terdapat Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban

perpajakannya dengan baik dan benar, yaitu baik dan benar dalam

perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-

undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan

yang sebenamya.

Pentingnya meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka

para Account Representative menggunakan strategi berupa

menganalisa dan memonitoring kepatuhan pembayaran pajak setiap

Wajib Pajak yang diawasinya dengan menggunakan profile Wajib

Pajak BoAan/Company Profile, sehingga kegiatan-kegiatan dalam

rangka peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dalam hal

ini intensifikasi dapat beijalan dengan baik.

Dengan adanya pengawasan melalui pembuatan profile Wajib

Pajak Badan yang dilakukan oleh Account Representative, maka akan

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya yaitu Wajib

Pajak Badan dengan kesadaran sendiri membetulkan SPT Pajak

Penghasilannya. Realisasi penerimaan pembetulan SPT atas kemauan

sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat profile Wajib Pajak

Badannya memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak

Penghasilan Badan sebesar 10,35% pada periode 2010. Sedangkan

pada periode 2011 realisasi penerimaan pembetulan SPT atas
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kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat profile Wajib

Pajak Badannya memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak

Penghasilan Badan sebesar 8,46%.

Para Account Representative juga dapat melakukan pengawasan

kepatuhan Wajib Pajak dan menggali potensi penerimaan Pajak

Penghasilan Badan dari Wajib Pajak melalui analisa profile Wajib

Pajak Badan. Apabila diketahui potensi perpajakan yang dimiliki

Wajib Pajak Badan lebih besar dari pada pajak yang sudah

direalisasikan, maka Account Representative akan melakukan tindak

lanjut atas basil analisa profile Wajib Pajak Badan dengan

menerbitkan surat himbauan untuk membetulkan SPT berbasis profile

Wajib Pajak Badan. Pembetulan SPT yang dimaksud adalah

pembetulan SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan surat

himbauan berbasis profile Wajib Pajak yang telah dibuat oleh Account

Representative atas tindak lanjut hasil analisa profile Wajib Pajak

Badan dan bukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri.

Pelunasan dari surat himbauan pembetulan SPT berbasis profile

Wajib Pajak Badan atas tindak lanjut hasil analisa profile Wajib Pajak

Badan ini akan memberikan kontribusi terhadap total penerimaan

Pajak Penghasilan Badan p&da KPP Pratama Jakarta Sawah Besar

Satu. Pada periode 2010 pelunasan dari surat himbauan pembetulan

SPT berbasis profile Wajib Pajak Badan memberikan kontribusi

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 8,40%.

Sedangkan pada periode 2011 kontribusi dari pelunasan surat
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himbauan SPT berbasis profile Wajib Pajak Badan terhadap

penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 7,60%.

Jika Account Representative tidak melakukan pengawasan

melalui pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak Badan maka

potensi penerimaan tersebut akan hilang, tercatat di KPP Pratama

Jakarta Sawah Besar Satu, penerimaan Pajak Penghasilan Badan dari

Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri

dari Wajib Pajak yang telah dibuat profile Wajib Pajak Badannya

adalah sebesar Rp 9.198.243.324 pada periode 2010, dan pada periode

2011 sebesar Rp 10.235.837.231. Sedangkan penerimaan Pajak

Penghasilan Badan dari Wajib Pajak yang telah dianalisa profile

Wajib Pajak Badannya dan telah ditindaklanjuti dengan memberikan

surat himbauan untuk merabetulkan SPT berbasis profile Wajib Pajak

Badannya adalah sebesar Rp 7.464.551.174 pada periode 2010, dan

pada periode 2011 sebesar Rp 9.203758.032.

Berdasarkan data-data yang telah dianalisis, hal ini bisa

menggambarkan kegiatan pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak

Badan yang dilakukan Account Representative telah memberikan

peranan yang positif dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak

Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Hal ini

juga tercermin dari adanya peningkatan realisasi penerimaan Pajak

Penghasilan Badan pada periode 2011 dibandingkan dengan realisasi

penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada periode 2010. Pada

periode 2010 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah

sebesar Rp 94.269.560.013. Sedangkan pada periode 2011 realisasi
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peneritnaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 121.055.440.504.

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada periode 2011

naik sebesar Rp 32.224.723.332 dari periode 2010, dengan tingkat

pertumbuhan sebesar 0,36 atau 36%.

Berdasarkan analisis basil pengujian statistik, uji koefisien

determinasi dapat diketahui bahwa pengaruh peran Account

Representative dalam pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak

Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP

Pratama Jakarta Sawah Besar Satu sebesar 0,526 atau sebesar 52,6%.

Artinya nilai tersebut menjelaskan besaran persentase pengaruh peran

Account Representative dalam pembuatan dan analisa profile Wajib

Pajak Badan secara serentak sebesar 52,6% terhadap penerimaan

Pajak Penghasilan Badan sedangkan sisa persentasenya, yaitu sebesar

47,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam

penelitian ini.

Sedangkan menurut uji F (uji simultan) diperoleh kesimpulan

hipotesis ditolak karena F hitung lebih besar dari pada F tabel. Dengan

tingkat keyakinan 95% atau signifikansi sebesar 0,05 dan

menggunakan derajat kebebasan (df) 24 - 2 - 1 = 21, maka didapat F

tabel sebesar 3,467 dan F hitung sebesar 13,759 atau (12,825 < 3,467)

sehingga hipotesis ditolak, dan tingkat signifikansi 0,000 jauh lebih

kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa peran Account

Representative dalam pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak

Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan

Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

S.l. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar

Satu mengenai peran Account Representative dalam pembuatan dan analisa

profile Wajib pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan,

dapat disimpulkan;

1. Pengaruh Peran Account Representative dalam Pembuatan Profile Wajib

Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP

Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Peran Account Representative dalam pembuatan profile Wajib Pajak

Badan pada periode 2010, sudah optimal. Hal ini dibuktikan dari profile

Wajib Pajak Badan yang sudah dibuat sebanyak 993 profile dari 1.000

profile Wajib Pajak Badan yang hams dibuat, sedangkan pada periode

2011 profile yang sudah selasai dibuat sebanyak 1.449 profile dari 1.500

profile Wajib Pajak Badan yang hams dibuat.

Dengan adanya pengawasan melalui pembuatan profile Wajib Pajak

Badan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah Wajib Pajak

Badan membetulkan SPT dengan kemauan sendiri. Wajib Pajak masih

berhak untuk melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri, dengan

syarat belum mulai dilakukan pengiriman surat himbauan pembetulan SPT

berbasisprofile Wajib Pajak Badan dan tindakan pemeriksaan.

118
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Pembetulan SPT atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah

dibuat profile Wajib Pajak Badannya akan memberikan kontribusi

terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 10,35% pada

periode 2010, sedangkan pada periode 2011 kontribusi terhadap total

penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 8,46%.

Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa peran Account

Representative dalam pembuatan profile Wajib Pajak Badan berpengaruh

positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini juga

dibuktikan penulis dengan melakukan pengujian statistik yang dilakukan

dengan bantuan Statistical Product Service Solution (SPSS) versi 17.0,

berikut ini hasil pengujian statistik yang penulis lakukan;

a. Berdasarkan pengujian yang menggunakan uji t (uji parsial) diperoleh

kesimpulan hipotesis ditolak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung

lebih besar dari pada t tabel. Nilai t hitung adalah sebesar 2,747. Setelah

dilakukan perbandingan dengan nilai t tabel pada n = 24 dengan deiajat

kebebasan (df) 24 - 2 - 1 = 21 dan taraf kesalahan 5%, maka didapat t

tabel sebesar 2,080 dengan nilai signifikansi 0,012. Karena t hitung

lebih besar dari pada t tabel atau (2,747 > 2,080), maka Ho ditolak yang

berarti ada pengaruh positif antara pembuatan profile Wajib Pajak

Badan secara parsial terhadap variabel dependen. Atas dasar hasil

pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran Account

Representative dalam pembuatan profile Wajib Pajak Badan

mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan

Badan.
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b. Koefisien regresi pada pembuatan profile Wajib Pajak Badan adalah

sebesar 1,788. Hal ini menyatakan bahwa realisasi penerimaan Pajak

Penghasilan dari hasil pembetulan SPT atas kemauan sendiri dari Wajib

Pajak yang telah dibuat profile Wajib Pajak Badannya, maka akan

meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar

Rp 1,788 Juta, dan artinya jika pembuatan profile Wajib Pajak Badan

mengalami kenaikan 1% maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan

akan mengalami peningkatan sebesar Rp 1,788 Juta. Koefisien bemilai

positif artinya teqadi pengaruh yang positif antara peran Account

Representative dalam pembuatan profile Wajib Pajak Badan dengan

penerimaan Pajak Penghasilan Badan, maka dari itu pembuatan profile

Wajib Pajak hams dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga

menghasilkan data-data yang akurat mengenai Wajib Pajak Badan.

Dengan demikian semakin optimal peran Account Representative

dalam pembuatan profile Wajib Pajak Badan, maka penerimaan Pajak

Penghasilan Badan akan meningkat. Karena dengan adanya data profile

Wajib Pajak Badan, maka Account Representative dapat lebih mengenai

Wajib Pajak terdafiar di unit keqanya dan memonitor sekaligus melakukan

pengawasan terhadap perkembangan usaha Wajib Pajak Badan yang

bersangkutan sehingga kegiatan-kegiatan dalam rangka pengamanan

penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat beqalan dengan baik, dan

penerimaan Pajak Penghasilan Badan tercapai pada KPP Pratama Jakarta

Sawah Besar Satu.
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2. Pengaruh Peran Account Representative dalam Analisa Profile Wajib

Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP

Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Para Account Representative dapat melakukan pengawasan

kepatuhan Wajib Pajak dan menggali potensi penerimaan Pajak

Penghasilan Badan dari Wajib Pajak melalui analisa profile Wajib Pajak

Badan. Apabila diketahui potensi perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak

Badan lebih besar dari pada pajak yang sudah direalisasikan, maka

Account Representative akan melakukan tindak lanjut atas basil analisa

profile Wajib Pajak Badan dengan menerbitkan surat himbauan untuk

membetulkan SPT berbasis profile Wajib Pajak Badan. Pembetulan SPT

yang dimaksud adalah pembetulan SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak

berdasarkan surat himbauan berbasis profile Wajib Pajak yang telah dibuat

oleh Account Representative atas tindak lanjut basil analisa profile Wajib

Pajak Badan dan bukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri.

Jumlah surat himbauan yang diterbitkan atas tindak lanjut analisa

profile Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan oleh Account

Representative untuk periode Januari hingga Desember 2010, tercatat ada

470 Wajib Pajak Badan yang telah dianalisaprofile Wajib Pajak Badannya

dan telah diberikan surat himbauan berbasis profile Wajib Pajak

Badannya, namun hanya 101 Wajib Pajak yang melunasi kewajiban

perpajakannya, sedangkan 278 Wajib Pajak Badan belum melunasi

kewajiban perpajakannya, dan sisanya 91 Wajib Pajak Badan tidak

mengakui perhitungan fiskus//4 cco«n/ Representative dan belum melunasi
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kewajiban perpajakaimya, sedangkan pada periode Januari hingga

Desember 2011, tercatat ada 764 Wajib Pajak Badan yang dianalisa prq/l/e

Wajib Pajak Badannya dan telah diberikan surat himbauan berbasis profile

Wajib Pajak Badan, akan tetapi hanya 361 Wajib Pajak Badan yang

melunasi kewajiban peipajakannya dengan melakukan pembetulan SPT

berbasis profile Wajib Pajak Badan, sedangkan 267 Wajib Pajak Badan

belum melunasi kewajiban perpajakannya, dan sisanya 136 Wajib Pajak

Badan tidak mengakui perhitungan fiskusMccoM/i/ Representative.

Pelunasan dari surat himbauan pembetulan SPT berbasis profile

Wajib Pajak Badan atas tindak lanjut hasil analisa profile Wajib Pajak

Badan ini akan memberikan kontribusi terhadap total penerimaan Pajak

Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Pada

periode 2010 pelimasan dari surat himbauan pembetulan SPT berbasis

profile Wajib Pajak Badan memberikan kontribusi terhadap penerimaan

Pajak Penghasilan Badan sebesar 8,40%. Sedangkan pada periode 2011

kontribusi dari pelunasan surat himbauan SPT berbasis profile Wajib Pajak

Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar

7,60%. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa peran Account

Representative dalam analisa profile Wajib Pajak Badan berpengaruh

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta

Sawah Besar Satu.

Dari hasil analisa profile Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan

oleh Account representative masih banyak Wajib Pajak yang melaporkan

SPT-nya belum baik dan benar, dan masih banyak Wajib Pajak Badan
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yang belum melunasi kewajiban perpajakannya bahkan ada Wajib Pajak

Badan yang tidak/belum mengakui perhitungan fiskus//4cco«w/

Representative padahal sudah diberikan surat himbauan pembetulan SPT

berbasis profile Wajib Pajak-nya.

Peran Account Representative dalam analisa profile Wajib Pajak

Badan berpangaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Satu,

berikut adalah simpulan dari anaiisis selama periode Januaii 2010 hingga

Desember 2011 dari basil pengujian statistik yang penulis lakukan:

a. Berdasarkan basil pengujian yang menggunakan uji t (uji parsial)

diperoleb kesimpulan bipotesis ditolak. Diketabui babwa t hitung lebih

besar dari pada t label yaitu (3,692 > 2,080), maka dari pengujian

tersebut dapat disimpulkan babwa peran Account Representative dalam

analisa profile Wajib Pajak Badan mempunyai pengarub positif

terbadap penerimaan Pajak Pengbasilan Badan. Dan Diketabui nilai

signifikan untuk bipotesis analisa profile Wajib Pajak Badan adalab

0,001 nilai tersebut dinyatakan signifikansi karena pada level 5% atau

(0,001 < a 0,05) maka Ho ditolak, artinya analisa profile Wajib Pajak

Badan berpengarub positif terbadap penerimaan Pajak Pengbasilan

Badan;

b. Koefisien regresi analisa profile Wajib Pajak Badan adalab sebesar

1,879. Hal ini menyatakan babwa setiap pelunasan dari surat bimbauan

pembetulan SPT berbasis profile Wajib Pajak Badan, maka akan

meningkatkan penerimaan Pajak Pengbasilan Badan sebesar
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penerimaan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu akan hilang.

Tercatat di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, penerimaan Pajak

Penghasilan Badan dari Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT

atas kemauan sendiri dari Wajib Pajak yang telah dibuat profile Wajib

Pajak Badannya adalah sebesar Rp 9.198.243.324 pada periode 2010, dan

pada periode 2011 sebesar Rp 10.235.837.231. Sedangakan Sedangkan

penerimaan Pajak Penghasilan Badan dari Wajib Pajak yang telah

dianalisa profile Wajib Pajak Badannya dan telah ditindaklanjuti dengan

memberikan surat himbauan untuk membetulkan SPT berbasis profile

Wajib Pajak Badannya adalah sebesar Rp 7.464.551.174 pada periode

2010, dan pada periode 2011 sebesar Rp 9.203758.032. Untuk itu

pentingnya melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban peipajakan

dengan melakukan pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak Badan.

sehingga kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak

Penghasilan Badan dapat beijalan dengan baik.

Berdasarkan data-data yang telah dianalisis, kegiatan pembuatan dan

analisa/7rq///e Wajib Pajak Badan yang dilakukan Account Representative

telah memberikan peranan yang positif dalam rangka meningkatkan

penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah

Besar Satu. Hal ini juga tercermin dari adanya peningkatan realisasi

penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada periode 2011 dibandingkan

dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada periode 2010.

Pada periode 2010 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah

sebesar Rp 94.269.560.013. Sedangkan pada periode 2011 realisasi
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yaitu sebesar 47,4% dipenganihi oleh faktor lain yang tidak dibahas

dalam penelitian ini;

b. Menurut uji F (uji simnltan) diperoleh kesimpulan hipotesis ditolak

karena F hitimg lebih besar dari pada F tabel. Dengan tingkat keyakinan

95% atau signifikansi sebesar 0,05 dan menggunakan derajat kebebasan

(d£) 24 - 2 - 1 = 21, maka didapat F tabel sebesar 3,467 dan F hitung

sebesar 13,756 atau (13,756 < 3,467) sehingga hipotesis ditolak, dan

tingkat signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat

disimpulkan bahwa peran Account Representative dalam pembuatan

dan analisa profile Wajib Pajak Badan berpenganih positif terhadap

penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Sawah

Besar Satu.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data-data untuk

melakukan analisis dan memperoleh kesimpulan, pada bagian ini penulis

mencoba mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan peran

Account Representative dalam pembuatan dan analisa profile Wajib Pajak

Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan, yaitu;

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Untuk lebih memberikan pemahaman yang luas kepada Wajib

Pajak tentang pentingnya membayar pajak sesuai peraturan penmdang-

undangan perpajakan, agar Wajib Pajak dapat menyampaikan

pembayaran SPT den^ baik dan benar yaitu benar dalam perhitungan.
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termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan

perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang

sebenamya. Dan hendaknya Direktorat Jenderal Pajak lebih intensif

dalam mengadakan penyuluhan-penyuluhan pajak teipadu, misalnya

melalui seminar-seminar, melaui internet, dan Iain-lain.

2. Bagi KPP Paratama Jakarta Sawah Besar Satu

a. Untuk menjembatani komunikasi antara Account Representative

dengan Wajib Pajak, perlu ditingkatkan lagi layanan bagi Wajib

Pajak, baik melalui website, telepon maupun datang langsung ke

Kantor Pelayanan Pajak, melalui Account Representative yang

memberikan pengawasan dan konsultasi bagi Wajib Pajak, proses

penyuluhan, pembinaan dan komunikasi dua arah dapat terwujud;

b. Meningkatkan konsultasi dan sosialisai kepada Wajib Pajak mengenai

tata cara pengisisan SPT Pajak Penghasilan;

c. Meningkatkan Penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak), STP merupakan

salah satu bentuk sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang

tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Setelah

dikirim surat himbauan berbasisprofile Wajib Pajak Badan dan Wajib

Pajak telah mengakui perhitungan fiskus/^ccoi/nt Representative

tetapi Wajib Pajak belum melunasi kewajiban perpajakannya, maka

langkah berikutnya dengan menerbitkan STP. Dengan adanya

penerbitan STP yang mengandung sanksi jumlah uang yang hams di

bayar oleh Wajib Pajak, diharapkan memberikan kesadaran bagi
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Wajib Pajak agar pada tahim depan akan melaporkan SPT secara

benar;

d. Meningkatkan penerbitan surat himbauan pembetulan SPT berbasis

profile Wajib Pajak Badan atas tindak lanjut analisa profile Wajib

Pajak Badan dengan penerbitan surat himbauan kedua, dan ketiga, bila

tidak ada respon atau Wajib Pajak Badan tidak/belum mengakui

perhitungan fiskaslAccomt Representative, maka Account

Representative harus mengsulkan tindakan pemeriksaan khusus

terhadap Wajib Pajak Badan yang bersangkutan;

e. Meningkatkan analisa terhadap profile Wajib Pajak Badan dan

memaksimalkan pemanfataan data profile Wajib Pajak Badan yang

bisa dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi pajak dari Wajib

Pajak;

f. Meningkatkan pemuktahiran atau penyempumaan data profile Wajib

Pajak apabila temyata data dan informasi tersebut berbeda dengan

data yang ada di database Direktorat Jenderal Pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Guna mendapatkan penelitian yang lebih baik lagi pada masa aVan

datang, maka imtuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan

menggunakan atau menambahkan variabel-variabel lain yang

berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan, seperti

tingkat kepatuhan Wajib Pajak, kineija Account Representative,

Pemeriksaan, dan Iain-lain.
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b. Penelitian selanjutnya agar dapat menambah jiimlah tahun pajak yang

digunakan dalam penelitian sehingga hasilnya dapat lebih menentukan

peran Account Representative dalam pembuatan dan analisa profile

Wajib Pajak Badan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak

Penghasilan Badan.
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LAMPIRAN



Lampiran 1
Mapping Wilayah Kerja

KPP Paratama Jakarta Sawah Besar Satu

Lampiran 2.

DAERAH

Gunung Sahari
Utara

Mangga Dua
Selatan

Luas Daerah dan Jumlah Penduduk

Keadaan Per 31 Desember 2011

TrrrTTT jumlahLUAS (Ha)

189,67

129,09

318,76

318,76

Penduduk

26.967

Jumlah
Jumlah Tahun

Sebelumnya
Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

45.104

42.623

10.530

15.042

13.639

Sektor/Sub Sektor

Industri khususnya
konveksi

Elektronika,
Perdagangan dan
Bahan Ban



Lampiran 3.

Sektor Usaha yang Merupakan Potensi Penerimaan Pajak
Keadaan 31 Desember 2011

NO Sektor Usaha Peran (%)

1 Pertanian 0.76

2 Pertambangan & Penggalian 0.12

3 Industri Pengolahan 3.26

4 Listrik, Gas & Air 0.36

5 Bangunan/Kontruksi 4.56

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 52.21

7 Angkutan & Komunikasi 10.81

8 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 19.64

9 Sewa Rumah 1.83

10 Jasa-Jasa 6.45

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

Lampiran 4.

Jumlah WP Badan Mennrut Sektor Usaha

Keadaan Per 31 Desember 2011

NO SEKTOR USAHA
Ta lun

2010 2011

1 Pertanian;

1.1 Tanaman Bahan Makanan 2 1

1.2 Tanaman Perkebunan Rakyat 8 12

1.3 Tanaman Perkebunan Besar 30 35

1.4 Petemakan 9 9

1.5 Kehutanan 15 16

1.6 Perikanan 12 12

2 Pertambangan & Penggalian:
2.1 Migas 5 5

2.2 Non Migas 49 51

3 Industri Pengolahan 606 613

4 Listrik, Gas & Air 5 5

5 Bangunan/Kontruksi 435 446

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 6.681 6801

7 Angkutan & Komunikasi 130 142

8 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 35 35

9 Sewa Rumah 82 83

10 Pemerintahan - -

11 Jasa-jasa 844 875

Jumlah 8.948 9.141

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2



Lampiran 5.

Perkembangan Pembuatan Profile Wajib Pajak Badan
Periode Januari 2010- Desember 2011

Periode

2010

Januari

Febmari

Maret

April

Mei
Juni
Juli

Afiustus

September

Oktober

November

Desember

Pembuatan Profile Periode
WP Badan 2011

53 Januari

Pembuatan

WP Badan

Profile

84 Februari

65 Maret

101 April

78 Mei

83 Juni
88 Juli

73 Agustus

95 September
87 Oktober

89 November

97 Desember

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

Lampiran 6.

Perkembangan Pembuatan Dan Tindak lanjut Profile 1500 WP Besar
KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Periode 2010-2011

Tahun

Jumlah

ProfileyJV
yang harus

dibuat

Jumlah

Profile VJy
Selesai

Kelengkapan Profile Tindak Lanjut Profile

Jumlah

Profile
Lengkap

Jumlah

Profile
Belum

Leneka

Jumlah Profile
sudah

DltindakJanjutl

Jumlah Profile
belum

Ditindaklanjuti

I2010 1000 993 596 404 470 530

2011 1500 1449 825 675 764 736

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

Lampiran 7,

Perkembangan Klasifikasi Pewamaan Profile Wajib Pajak
(Perkembangan Pembuatan Dan Tindak lanjut Profile WP Besar)

Periode 2010-2011

PUTIH KUNING

126 150

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011



Keterangan Klasifikasi Pewarnaan:
Klasifikasi Wama Mcrah;

1. ProJUe sudah dibunt lengkap mctipuli data pennonen dan data nVumidatif,
2. Sudah dilakukan analisis dan benchmarking;
3. Sudah dihitung potensi pajakfi>'a beibasia profiL >Tikni daii data petmoncn

dan dScngkspi dengan data akuffluIatir(PPh Badan. Pol/Put PPh. dan PPN);
4. Sudah dihitung Tax Cap masing-maaing kategori, selisih antam potensi dan

ketvajiban pajok jmng sudah dhunnikan;
Sudah dllahMnafcan Mmbauan dan/atau lionseHng serfa WP vmn
beraannlmlan tnengaluii ne riiitnngan fiakua-.

S' WP aadah mehinasi fccwailban nalalmva

klasifikasi Wanu Putih;

Klasifikasi Wama Hijau;

1. Pni/)/!.'sudah dibuat lengkap melipuli data pcrmanen dan data akumulatiC
2. Sudah dilakukan analisis drm benchmarking;
3. Sudah diliitung potensi pajaknyaberbasispn>&l,yaknidari data permanen

dan dilengkapi dengan data nkumuIatir(Pn Badan, Pol/Put PPh, dan PPN);
4. Sudah ditatung Tax Gap roasang-masiog kategori. selisih aniata potensi dan

kcivrgiban pqjak ynng sudah ditunaikan;
Sudah dBnlaanakan hlmbauan dan/atau itonseHnB aerta WP vang
bersanekutan moiealnil nerhitungan fiikm:

6' WV betum reehmasl kesraiiban nalakm-a.

1. Profile wdah dibuat lengkap melipuli data permanen dan data akumulatifi
2. Sudah ddakukan analisis rhm benchmarking;
3. Sudah dihitung potensi pajaknya berbasis piofil, ynkni dari data permanen

dan dilengkapi dengan data okuraulalif(PPh Bad^ Pot/Put PPh don
PPN);
Behim dlWtnng Tax Gap masing-masing kategori, selisih antnra potensi
dan ketvajiban pajak yang sudah ditunaikan;

5. Behtnt dllaksanakan Wmbanan dan/atnu knnsrilnir
6. WP belum melunaal hetvaHhan.

Klasifikasi Wama Kuning:

I - Profile sudah dibuat lengkap mdiputi data permanen don data
okumulatiC

2. Sudah dilakukan analisis dan benchmarking:
3- Peluni dihitung notcnsl nalalmva berbasis praSI, yakni dari data

pennanen dan dilengkapi dengan data akumulatif Badan. Pbt/Put
PPh,danPPN);

"l' Behtm dihitung Tax Can masing-masing kategori. selisih antam potensi
dan kewnjiban pajok yang sudah ditunmk^
Behim dHaloanahan hlmbauan dan/atau imnselhur

6.
Klasifikasi Wama Coklat;

1. Profile sudah dibuat lengkap meliputi data permanen dan data akumulalif;
2. Sudah dilakukan analisis drm benchmarking;
3. Sudah dihitung potensi pajaknya berbasis pnifil, yakni dari data permanen

dan dilengkapi dengan data akumulatif(PPh Bi^, Pot/Put PPh. dan PPN);
4. Sudah dihitung Tax Gap masing-masing kategori, selisih antara potensi dan'

kettnjiban pajak yang sudah ditunaikan;
Sudah dibhsarmfean hlmbauan dan/atau honseUng trtanl WP vam.
bersangkutan bdmn/adak mengalnd DerhltuniTan fislnts!

6- WP belum mehinasl kewaiiban nalalmva.

Klasifikasi Wama Ungu:

Klasifikasi Wama Abu-abu:

1. Profile sudah dibuat lengkap meliputi data pennanen dan data akumulatif;
2. Sudah dilakukan analisis dffl ben^roarking;
3. Sudah dihitung potensi pajaknya berbasis ptofil, yakni dari data permanen

don dilengkapi dengan data akumulatif (PK Bs^. PotTut PPh, dan PPN),
4. Sudah dihitung Tax Gap masing-masing kategori, selisih ontaro potensi dan

kenrgiban pajak yang sudah ditunaikan;
5. Belum diloksanakan hlmbauan dan/atau lu»Belliiff
6. WP behim mehinasl kewallhim.

Profile sudah dibuat lengkiq> mdiputi data permanen dan data
akumulatif,
Bdum dilakukan anatisb dan bcnehmnrldmr
Belum dihitung Dotctud nalalmva herhnsie nmfil vnt-.i ,tn^.

pennanen dan dilengko|ri dengan data akumulalif (IVh Badan, Pot/Put
PPli, dan PPN);
Behim dihitung Tax Can masing-masing kategori, selisih antam potena
dan keunjiban pajak yang sudah ditunaikan;
Behim dflaksanakan hlmbauan dan/atau konseUnir
WP bdum mehinasl keirallban

Klasifikasi Wama Ungu:

1. ProtUe belum dihuat lengkap meliouii dntn pemmiien (ton /tain
akumulatif

2. Belum dilakukan anaUsh dan henehmarklnrr-

3. Behim dihitung notcnsl palaknvn berbasis piofil, yakni dari data
permanen dan dilengkapi dengan data akumulatif (PPh Badan, Pot/Put
PPh, dan PPN);

4. Belum dihitung Tax Can masing-masing kategori, selisih antara potensi
dan kewojiban pajak yang sudah ditunaikan;

9. Behim dllaksaiiakan hlmbauan dan/atau knnsclimr
6. WP behim melunnri kenra|lhan



Lampiran 8.

Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT Berbasis Profile Wajib Pajak Badan

Periode 2010
Jumlah Penerbitan Surat

Himbauan Pembetulan
Periode 2011

Jumlah Penerbitan

Surat Himbauan

Pembetulan

Januaii 24 Januari 37

Februari 39 Februari 56

Maret 28 Maret 78

April 48 April 98

Mei 33 Mei 74

Juni 45 Juni 54

Juli 43 Juli 66

Agustus 33 Agustus 77

September 38 September 57

Oktober 44 Oktober 52

November 53 November 37

Desember 42 Desember 78

470 764

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

Lampiran 9.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Profile-ny&

Keterangan
Tahun

2010 2011

Jumlah Profile yang sudah
Ditindaklanjuti

470 764

Wajib Pajak Badan yang sudah melunasi
kewajiban perpajaknya.

101 361

Wajib Pajak Badan yang belum melunasi
kewajiban perpajaknya

278 267

Wajib Pajak yang bersangkutan
belum/tidak mengakui perhitungan fiskus
dan belum melunasi kewajiban
perpajaknya

91 136

Sumber; KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011



Lampiran 10.

Kontribusi dari Hasil Pembetulan SPT Berbasis Profile
Wajib Pajak Badan terhadap PPh Badan

Periode

2010
Jumlah (Rp)

Januari -

Febniari -

Maret -

April 201.529.933

Mei 1.440.189.124

Juni 502.280.365

Juli 15.452.235

Agustus 852.800.122

September 2.377.156.101

Oktober 96.012.101

November 933.554.205

Desember 1.045.576.988

7.464.551.174

Sumber; KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

Kontribusi dari Hasil Pembetulan SPT Berbasis Profile
Wajib Pajak Badan terhadap PPh Badan

Periode

2011
Jumlah (Rp)

Januari -

Februari -

Maret 10.460.210

April 4.520.261.348

Mei 238.224.525

Juni 91.901.624

Juli 196.682.800

Agustus 277.425.766

September 182.440.189

Oktober 118.876.911

November 2.464.038.691

Desember 1.103.445.968

9.203.758.032

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011



Lampiran 11.

Realisasi Pembetulan SPT atas Kemauan Sendiri dari Wajib Pajak
telah Profile Wajib Pajak Badan

Periode

2010
Jumlah (Rp)

Januari -

Februari 593.027.883

Maret 2.773.704.907

April 1.479.738.308

Mei 43.707.003

Juni 283.544.729

Juli 242.933.531

Agustus 82.792.808

September 217.159.098

Oktober 694.634.323

November 276.071.329

Desember 2.510.929.405

9.198.243.324

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011

Realisasi Pembetulan SPT atas Kemauan Sendiri dari Wajib Pajak
telah dibuat Profile Wajib Pajak Badan

Periode

2011
Jumlah (Rp)

Januari -

Februari -

Maret 1.205.575.663

April 2.467.159.910

Mei 754.968.845

Juni 980.456.050

Juli 1.096.697.175

Agustus 703.802.328

September 925.848.000

Oktober 116.084.085

November 171.939.237

Desember 1.813.305.938

10.235.837.231

Sumber: KPP Pratama Jakarta sawah Besar Satu, 2011



Normal P-P Plot of Regression Standardized
Residual

Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan

0.6-

Observed Cum Prob

Scatterpiot

Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan

<f o° %

Regression Studentized Residual



Lampiran 15.

Contoh; Profile Wajib Pajak Badan

Dm Ptnnsntn

KMitor P*Ur*nafi ABC

PROFILE WAJIB PAJAK

DtM AfcumUaM

Oala Lainnyi

EniuMi Profila

Kttirrpulaft

Berdasarkan Buku Panduan Program Evaluasi Kinerja Perterimaan Pajak,
Direktoral Jenderal Pajak Tahun 2008, terdapal 6 (enam) komporien utama
kinerja yang akan dievaluasi secara rutin sepanfang tahun 2006 yaitu :
1. Reaiisasi penerimaan dan anali&isnya:
2. Pemetaaf> {Mapping) WP Badan.WP OP, evaluasi dan tindak lanjutnya:
3. Pembualan Profi/e WP (50 s d 200 WP Badan Terbesar dan 200 WP OP

Tert>esar), evaluasi dan tindak lanjutnya:

4. Monitoring lerhadap WP diluar 200 WP lertiesar:
5. Pengawasan perekaman, pengklasifikasian SPT Tahunan 2007 serta

tindak lanjutnya;

Sehubungan dengan komponen kinerja yang keliga yaitu pembuatanproftle
Wajib Pajak. berikut dipaparkan profile Wajib Pajak'
Nama : PT XYZ

NPWP : 01,000.000,0-000.000

Usaha : Perkebunan Kelapa Sawil

DtREiaOlUT POTDtSI, KEPATUHAN DAN PENERIMAAN

DIREKTORAT JIvNRERAL PAJAK



ill,
Kanlor Pelsyattan Pajak ABC

Data Permanen

tdentitasWajib Pajak

StnikturOrganisasi

Kegiatanllsaha

Pemasok/Peiangganlit^

TenagaKaija



n Kantor Psiayanan Pajak ABC

DtUPtrmmtfl

Oaafta»M3l

OiUUlnny«

EvUuHlProMt

TMlkLtt^

KMmpiltA

l4iMlU*W*)lbP«lik

Stniktur

Organtsasi

Kegiatan Usaha

Tenaga Keija

a. Identitas Wajib Pajak

NPWP

Ndma

Status Hukum

Merk Usaha

Alamac Kantor

Teiepon
Email

Contact Person/Jabatan/Telepon
Lokasi Usafu

Tanggai Pendinan
No. dantglSlUP
Tanggai Terdater di KW
Tanggai Pengukuhan PKP
KPP Domisili •

Status

KLU

}ents lisaha

Jenis Produksi

Merek Produksi

Tahun Buku

Status Modal

Meiode Peniiaian Persediaan

Metode Penyusutan
Amortsasi

Pembukuan

Bahasa Pembukuan

Kode Faktur

01.000.000.0000.000

PTXYZ

PT

Jalan Gembira No 2007

62-21-55511111

Profit ®yalKO.com
Darmawan, S£/ Tax Mandgef/0S1234S127

Desa Bukit luhur, Kecamatan Kanggaiima
ISJanuari 1989

1 Maret 1990

1 Maret 1990

ABC

Tunggal / Pusat / Cabang
01134

Perkebunan Kelapa Sawit

CPO

Januari - Oesember

PMA/PMDN Jerbuke/Tertutup

Average method
Garis Lurus

Garis Lurus

Komputer

Indonesia

b. Rekening Koran Bank

nOKOk HECtNING

1  ,01.I?J4.S3$4 BCACib.KoIl

1  |l 16.000.1134 S61.i Bok HtKdul Cab. Sfnntn



1-1

Kantor Pelayanan Pajak ABC

Dati Pvnwwn

Struktur Organisasi

Data UuTRutatf

OaiaLannya

EvakiaiiPraat

TndakLv^

Kaiimpulan

IdentitasWajibP^

Sirvknir OfganUnl

DiREKTURUTAMA

KEUANCAN

KASIR PEUSUKUAN PESIfiEUAN

PABRIK

KegiatanUsaha
CUDAN6

PERSONALIA

PEMASARAN

EKSPOR

PemasokJPelanggan
Utama

Tenaga Keija



Knur NMiwm f 4* AK

A. Permodalan

K>USbilutn . I67.WO.{DO.OCO
167 SDO.CKIO.ODO

hbM dwtc 16/.MCI 000.000

6. P««nw>f>8 Sah«m

aefaewn^v

Snn/CusinKn

I No. I Homo don AltnutTEmnl

Of IW

giuowMntoo

vtmant
O !***■

«8;»U-MW



Kantor Ptiaymn Pajalc ABC

OciPtnnvMn

DMUntr*

EvlktMPraat

TMtt

KMknpultn

Kegiatan Usaha

1.R1WAYAT PERUSAHAAN

PT.XYZ (Mrdcan di Jakarta pada tannal l Januan 1990 dei^ Me Mia. SH No 89 Notaris
di Jakarta Akte Pendiwi telah disaMian oW ktenten Kehakiman RepuWk ifKtorww me«ui
Surat Keputuaan Nwwr 0000000001 Ungpal 29 Februan 1990 Akie peodnan dan pefubahan
anggaran dasar untuk pertMia kaknya dengan akte notani Adila. SH dengan No. 99 tanggal 1
Januan 2001 dengannolansberaiamelkanJL CidengNo t Jakarta Puaal.

Perusahaan berttedudiAan dan berttanipr pujat di Jalan Gemttra No.2007 dengan papr*
terWak di lalan Sehai No 1 den kebun lertetak di Oesa Sukamaiu dan Sukamakmur.

UefOaaWaabP**

Snddur Oigansasi

2. KEGIATAN USAHA (MODUS USAHA)
Wait P8|8k bergerak daiam bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan proses prodiAsi
sebagsi benkul:

TmchnBuiiiSagv'

R^ImUmIn

Penusok/Pelanggan
Utama

TeftagaKa<ii

Ebtnkn

3. Kapasitas ProdUm
a. LuasLahan

b. Kapasitas Pabnk

c. Kaiyawan Pennahe

8 000 ha (kebun mii)
6 000 ha (kebun plasma)

100.000 Ion CPOrthndan

20 000 Palm Kernel Od
12 Pegawai Tetap

141 Pegawai Tidak Tetap

4. Prospek lahun 201214 000 ha (bertim^uh 1000 ha per lahun)



Kantorl atid(AaC

a. Pemasok Utama (Alain Supplier

OmlMent

TfiMilMM

Nama5tf<igefUtanw

PT.>0(K
PTYYV
PTRoda
PTNN
PT.ia

NPVff PMlual

01.333.333.3-06Q.000

oi.m.in.i-.ois.ooo

01.668.66B.6-668.000

01.444.44<.4-01S.OOO

ProdiA yar

m
TK
F^iDuk

Suku CadariQ

SukuCadana

MtntUiWifbPiitk

SaukturOrginwii

b. Peianggan Utama
Wo. Nama Pembdi Utama

1  WWW Corp._ _

3  PTDD

Peruuhw di Tajwan_
bl".95;"9r2:9-952.000

'q1.S66.566.S-566.000

Kt(letaAUMfw

PonuohMUimM

TtnMtKirM



OMP*rmti«n

OMAkMTwKM

Kuitor P«l«yan*n Pa}ak ABC

Tenaga Kerja

EvMutuPrefl*

TndikLaygl

KttrpdP

b(MiaiWlfbP«i*k

SirukturOrganitHi

NAMA/Alamat

06.111.222.^011.000 lAn
8udi

06.U1.333.2-013.
06.333.111.5^14.000 Anuf

,111,444.6-015.000

B
D
EQ
m
m

Komi$an{

Ovektur Utama

Diifktur

Staff

Staff
Staff

Staff

Staff
Staff

SUff

Staff
Staff

PKBrutD/
buian

105.700.

45.469.99

3S.5

28.280.

2

17.283.

16.054.39

15.

15.7U.9

14.811.4

13.442.

11.676.

403.690.2

150.923.

109.110.4

78.726.

mmEn

2EEaE2
21EEEIE2Z

Kagiatsn UtM

Pemasok/ftlanggan
Utama

JUMLAH TENAGA KERJA

JUMLAH TENAGA KERJA

Jiunlah

12

141

153

TmumKw]*



•? \
Kantor Pelayanan Pajak ABC

Data Akumulatif

D«U Akunulalif

DitaLainnir*

Evtkira PtoM

TMALMfui

KeiiRVulan

.Data Perkembangan Usaha

Data perkembangan usaha menyajikan informasi teniang Laporan Laba
Rugi dan Neraca

.Kewajiban Perpajakan

Informasi ini menyajikan data kewajiban perpajakan sejak tahun pajak
2002 yang meiiputi kewajiban peiaporan, petnbayaran, ketetapan,
restitusi, tunggakan pajak, keberatan/banding, pemeriksaan, tindakan
peiagihan akW dan pemeriksaan korespoodenst.



Kanter Palavanan Paiak ABC

D*ia Pemwwi

Laporan Laba Rugi

Data AXumulabf

OetBL«nrvye

EvaiuasiPr«Ai»

rmMUiYul

Kaaimpulan

Dtta

IJKPORAN LABA RUOl PT XYZ

URAIAN

Penjualan {NeRo)

Beban Pokok P«njualan

Laao Kotor

B»l>an Usaha

Bia>'a Penjuaan

Bjaya Umum

JumiaR Baban u»ana

Laba Uaaba

Pengnaaian (Beban>laln lain
Pangnasiian Sunga

Latia (Rugi) peniutfan/pangnaousan aktl« tatap

Laba <Rugi> pangnapusan tananan inangrtasiuap

Laoa (Rugi) sdisin Kurs

LaPa (Rugi) panjuMan mvestasl

Pangnasitan (BMani lamnya

Penghasllan (B«ban}lalii lain berdti

Earning D«tore Inteiaal and Taxes (EB>T)
BePan bunga dan keuengan

Earning Before Taxes (^T)
Kompensasl Kerugian PIskel

Penghaaflan Kena Pajak

ppn Badan

Labs Betdfr Setelab Palak

109.937.426.511 129.333.148.837

.38.^.941 :^9; lie:.470.519.OSS'

20 987.485.302 26.867.629.767

■£€.916 TSSi

i4.0S3.977.Cr99; _
f4.150.893.887}

16.936.591.415

91.606.350

15.745.826

0

57.125.980

0

i317.840.630)

1153.360 034)

16.6632:31.381

rai.S56.7SS)

16.601.374.594

(4.&S8.510.449)

11.742.864.146

(3.505-359.244)

S.237.604.9O3

.63 240 876:

<6.823.295.165. ,
16.^.536.041'.

19.981.093.727

114.511.062

1.49.916.442!

91.401.568

0

<476.76''. .036 _
1320.764.648'

19.660.328.679

1136.427 977-

19.523900.902
0

19-523900.902

15.839.670 271- ^
13.684.230.632 '

143.708.054 263

.97.^.09C- 320

45.715,963.943

i 126.431 752.

i9.747.S64 S21> ,
..9.874.046 273)

35.641.917.670

163.587.232

114.254.412

0

.1.594.301 502) .

.1.316.459 65S:

34.525.457.ei2 .
(170.534 97i;

34.354.922.841

0

34.354.922.841

.10.288.976 8S2!

24.065.948 989 '

156.892.798.281

1113.506.759.734)

43.386.038 547 _

iS90 367 940;

I 16.110.463.504) _
.16.701.331 444)

26.684.707.103

655.591.432

|45 378 M4;

163.945.277

114,251.960

.481,343 2e5:

(524.538.501) .
262528-379

26.967.235.482 .
1101.799 301)

26.865.436.161

0

26.865.436.161

iS.042.130 M4) ,
18.823.305.327 '

18S.243.878.945

137.970 2S7.216

SO 273.611.729

,3.155 476 323
(21.114.772.165:

■ 24.300 246 494

25.973.363.235

1.383.761.467

1:2.329.303 400;

67.010.580

944^:68.634

26.917.651.869

6.600.000

26.924.251.669

C

26 924.251.869

i8.059.775 561-

18.864.476 308
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Lampiran 16. : Skema/^rq///e Wajib Pajak

ar-^r.-

S
K
E
M
A

Identitas

D
A
T
A
P
E
R
H
A
N
E
N

Related

Psrfiea

OATAAKUMMUTIF

Banlia'an 
I 
P
e
r
k
e
m
b
a
n
g

T
»
 A
c
c
o
u
n
t
/

Perpaiakan

StrukturMedalj! 
Supplier 

|KapastaBU>aha
Pengurus 

j[ 
Costumer 

|[ 
Input

Pohon Pemilik I Hub. istknewa |[ 
Output

M
.
-
v
J
-
V

*
^
 >.V:•!.«» 

V
r

Laporan R/L
P
P
h
/
P
P
N
/
P
o
t
p
u

Keraca 
If 

Costumer 
[[ 

Ketatepan
RKAP 

I Hub. Istewewa If 
Tunggakan

P
o
t
e
n
s
i

Pajak

I
K

T
Q
L
O
K
 U
K
U
R

(
8
E
N
C
H
M
A
R
I
U

T
a
x

Bap

Penjfaayaran
^ajjc

iNuaisis(RAsm)
P
o
t
e
n
s
i
 P
e
n
e
r
a
n
s
a
n

faerfiubungsn dengan

"ir
P
e
r
e
d
o
r
e
n

P
r
o
d
u
k
s
i

Input/Output

Equalisasi

Tenaga Kerja



Lampiran 17.:
 Skema Penggalian Potensi Berbasis Profile W
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Lampiran 18.

DiSH^iBUSf t SHiDENT

Tingtud signilifeanci satu at ah

0.19 0,35 Oi25 0,01 ftOOS 0.3005

df
-niigltat sign^iniutnsi «qi dua arah

0.23 0.10 >3.05 0.02 0,01 0T001

t 3.37S 6,314 12^706 31.321 83X57 638,319

2 1.S68 Z820 4.303 6,965 8025 31X99

3 1,6-38 a353 3,192 4,541 5X41 12,924

4 1^33 Z132 2.776 3,747 4,604 9.810

5 1,476 ZOJS 2.571 3.^5 4.332 6,^9

6 1,440 1.543 2,447 3.143 3,707 5,659

7 1.415 1,^ 2.365 £996 3,499 5.496

6 1,357 1.860 2,306 2.^ 3X66 5,041

1,333 1.833 2.262 1321 3260 4,781

10 1,372 1.812 2.223 2.784 3,109 4,K7

It 1,363 1.766 2.2S1 1718 3.108 4,437

12 1.356 1.7S2 2.-78 1391 3.355 4.318

13 1,350 1,771 2.!K> 1350 3,312 4,221

14 1,34S 1.761 2.145 1324 2.977 4,140

15 1,341 1.753 2,531 1882 2,647 4,073

ie 1,337 1.746 2.120 1583 2,021 4.016

17 1,333 1.740 2.110 1567 1898 3.995

IS 1,330 1,734 2.101 1552 2.S79 3.922

10 1,32S 1.728 2.083 1530 1661 3.833

23 1,235 1.725 2069 1528 2X45 3.8SC

21 1,323 1.721 ZCS9 1518 2X13 3,816

22 1,321 1.717 2,074 1SQ6 2<^18 3,792

23 1,318 1.714 2,068 1500 2.807 3.788

24 1,313 1.711 22>64 1492 2.787 3.746

25

26

1,316 1,708 2.065 14S5 1787 3,725

016 1.706 2X-56 1470 2.779 3.707

27 1314 1,7D3 2,052 1473 2.771 3,<^C

26 1,313 1.701 2X48 1467 2,783 3.674

25 1,311 1.668 2.045 1482 1768 3,859

33 1,310 1.687 2.042 1457 2.760 3.640

43

68

1.303 1.^ 2.021 1423 2.704 3.55'<

1,^ 1.071 2.000 1^ 1800 3,490

129 1,236 1.656 1,693 1358 2X17 3,373

00 1JS2 1.845 1.860 1326 2,576 3.29 i



F Table Statistics

or 2

1234S67S

1161.446199.499215.707224.583230-160233.988236.767238.SS4

218.51319.00019.16419.24719.29619.3291935319.371

310.1289,5529.2779.1179.0138.94183878.S45

47.7096.9446.59163SS6.2566.1636.0946.041

56.60S5.7S65.4095.1925.0504.95043764.S18

65.9875.1434.7574,.5344.3874.2844J2074.147

75.5914.7374.3474.1203.9723.8663.7873.726

S5.3184.4594.0663.S3S3,6883.5813^3.438

5.1174.2563.8633.6333,4823.3743.2933.230

104.965■4.1033.7083.4783.55S3.2173.1353.072

114.8443.9823.5873.3573.2043.0953.012Z948

i24.74?3.8853.4903.2593.1062.9962.9132.849

134.6673,8063.4113.1793.0252.91523322,767

144.6003.7395.344.3.1122,9.582.84S2.7642.699

154.5-133.6823.2873.0562.9012.7902.707Z641

164.4943.6343.2393.0072.8522.7412.657Z591

174.4513.5923,1972.9652.8102.6992.6142,548

184.4143.5553.1602.9282.7732.66123772.510

194.3S13.5223.127^S952.7402.62S2.544.2.477

204.:S513.4933.0982.8662.7112.5992.514Z447

214.3353.4673.0722.8402.6^2.5732.488Z420

224.3013.4433.0492.8172.6612.5492.4642.397

234.2793.4223.0282.7962.6402.5282.4422,375

244.2603.4033.0092.7762.6212.5082.4232.355

254.2423.3S52.9912.7592.6032.4902.4052.337
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS

Jalan JandanJ GatotSubrate 40-42

Jakarta 121S0
KoMi Pea 124-Jakarta 10002
Horn* Paga DJP : www.iialak.ooJ<l

Tatapen : S2S-0200; «2«-ie09; 020-2000
Ext: 01000,51601

Fakalmlla : 0736000,0202021
Krtng Pajak : 000200

Nomor

Sifat ^
Lam^fran
Hal

s- U13/PJ.091/2011
Biasa

Pemberian Ijin Riset

Jakarta, 17 Oktober 2011

Yth. Oekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Jl. Pakuan, Bogor 16143

Sehubungan dengan surat 'Saudara T^dmorr7a27D".2/FE-UP/IXy2011'-tarrggal 26
September 2011 hal Permohonan Riset dan Nomor 697/D.2/FE-UP/IX/2011 tanggal 26
September 2011 hal Permohonan Riset, atas:

Nama 1. Kusujanwati AnjarinI / 0221108124
2. Evita Kartina / 022108024

dengan ini Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas memberlkan ijin kepada
mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penetrtian dan atau
liset pada KPP Pratema Jakarta Sawah Besar Satu sepanjang bahan-bahan
keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk
dipublikasikan dan tIdak menyangkut rahasia jal)afcan/negara set>agaimana diatur daiam
ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar
dapat memberikan satu copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi
Direktorat Jenderal Pajak. Soft copy dimateud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai
berikut: perDustakaan@Daiak.Qo id.

Demikian, agar dapat dipeigunakan sebagaimana mesb'nya.

Mengetahui
sesuai aslinya
BagianUmun

Sawah Besar Satii

SAWAH

313^11211)1)1

..-r-arn^rPlrektur
Penyuluhan Perpajakan

ig Budiwijaya
197009291996031001



SlIRAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bavvah ini;

Nama : Evita Karlina

NPM : 022108024

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan benar bahwa saya telah menghubungi Instansi yang akan saya

jadikan iokasi penelitian, dan dari pihak instansi teiah menyatakan kesanggupan

untuk menerima dilakukannya riset/observasi tersebut.

Adapun pihak instansi yang menerima:

Nama

Jabatan

Nama Instansi

Alamat

Judul Penelitian

: Pradityo Laksono., SB

: Pelaksana Subag Umum

: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

: Jalan Kartini Vlll No. 2 Jakarta Pusat

: Peran Account Representative dalam Pembuatan dan

Analisa Rrofile Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan

Pajak Penghasiian Badan pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, Oktober 2011

Vane Menyatakan
ETi

(Evita Karlina)


